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ABSTRAK 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN 

KIOS ATAU TOKO DI PASAR PUSAT PASAR MEDAN 
(Penelitian Perusahaan Daerah Pasar Pusat Pasar Kota Medan) 

OLEH : 
DESI SIRAIT 

158400006 
BIDANG HUKUM PERDATA 

Tanggung jawab hukum penyewa terhadap kerusakan kios atau toko 
yang disewakan pedagang pasar pusat pasar Medan mengacu pada suatu 
perjanjian antar pihak. Namun dalam hal ini, apabila terjadi kerusakan yang 
diakibatkan oleh bencana alam akan ditanggung oleh Perusahaan Daerah Pasar, 
sedangkan bila kerusakan diakibbatkan oleh penyewa, penyewa berkewajiban 
melakukan perbaikan terhadap kios atau toko yang rusak. Berdasarkan hal 
tersebut rumusan yang dilakukan peneliti yaitu bagaimana atura hukum terhadap 
tanggung jawab sewa menyewa kios atau toko di Pasar Pusat Pasar Kota Medan 
oleh Perusahaan Daerah Pasar, bagaimana pertanggung jawaban terhadap 
kerusakan pada kios atau toko Perusahaan Daerah terhadap pedagang Pusat Pasar.  

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yaitu yuridis 
empiris dengan analisi data deskriptif kualitatif serta studi kepustakaan (Library 
Research) tentang perjanjian sewa menyewa dan penelitian lapangan (Field 
Research) yaitu wawancara terkait perjanjian sewa menyewa. Sedangkan hasil 
penelitian dari pembahasan sebagai berikut aturan hukum mengenai tanggung 
jawab sewa menyewa yaitu tidak dapat menambah atap tanpa izin, meninggalkan 
jualan dijalan umum yang tidak khusus untuk itu, menjual barang-barang yang 
tidak sesuai dengan stand atau kios yang disewa. Kerusakan pada Pasar maka 
akan dilakukan perbaikan oleh Perusahaan Daerah tetapi jika kerusakan itu terjadi 
dikarenakan akibat bencana yang terjadi dan tidak membayar kontribusi serta 
disediakan tempat penampungan untuk berjualan sementara, jika kerusakan 
dilakukan oleh penyewa maka penyewa berkewajiban memperbaiki kios atau 
stand yang disewanya. 

Kata Kunci : Perusahaan Daerah Pasar, Tanggung Jawab Hukum, Sewa 
Menyewa. 
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ABSTRACT 

RESPONSIBILITIES OF THE LEGAL LAW AGAINST KIOS OR 

RENT IN MEDAN MARKET CENTER 

(RESEARCH COMPANY REGIONAL MARKET CENTER MARKET MEDAN CITY) 

BY: 

DESI SIRAIT 

158400006 

FIELD OF CIVIL LAW 
 

 The legal responsibility of the tenant to damage the kiosk or shop that is 
leased by the market trader in the Medan market center refers to an agreement 
between the parties. But in this case, if there is damage caused by a natural 
disaster, it will be borne by the Regional Market Company, whereas if the damage 
is caused by the tenant, the tenant is obliged to make repairs to the damaged kiosk 
or shop. Based on this, the formulation carried out by the researcher is how the 
legal structure of the responsibility of renting a kiosk or shop in the Medan 
Central Market Market by the Regional Market Company, how is the 
responsibility for damage to the kiosks or stores of the Regional Company to the 
Central Market traders. 
The research method used is a research that is empirical juridical analysis with 
qualitative descriptive data and library research (Library Research) about 
leasing agreements and field research, namely interviews related to leasing 
agreements. While the results of the study from the following discussion are the 
legal rules regarding leasing responsibilities, which are not able to add a roof 
without permission, leaving the sale on a public road that is not specifically for 
that, selling goods that are not in accordance with a rented stand or kiosk. 
Damage to the Market will be repaired by the Regional Company but if the 
damage occurs due to the disaster and does not pay contributions and provided a 
shelter for temporary selling, if the damage is done by the tenant then the tenant is 
obliged to repair the rented kiosk or stand. 
Keywords: Regional Market Companies, Legal Responsibility, Rent Rent 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak zaman Hindia-Belanda, 

seperti firma, CV (Commanditarie Vennootschap), dan perseroan, dimana dalam 

praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan. 

Dalam pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan yang dimaksud dengan pengertian. “ Usaha adalah 

setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian 

yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan 

dan/atau laba.1 

Menurut Rachmadi Usman, dengan mengacu pada pengertianperusahaan 

menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang meliputi bentuk usaha 

(company)dan sekaligus jenis usaha (business). Jadi, perusahaan adalah badan 

usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, 

dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (regelmatig), 

terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau 

laba (wints oogmerk).2 

Salah satu jenis perusahaan yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan 

pemerintah daerah untuk membentuk dan mengelola BUMD diatur dalam Pasal 

                                                           
1Salim,Abdul.R, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,Jakarta : 

Prenamedia Group, hal. 81 
2 Ibid,hal. 83 
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16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang dinyatakan bahwa “Bidang Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh daerah 

Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan, pertanian, perhubungan, perdagangan dan industry, penanaman 

modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Sebagai tindak 

lanjut dari ketentuan diatas, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai 

Daerah Otonom.Ketentuan tersebut menentukan bahwa tujuan dibentuknya 

BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui 

pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaran kemanfaatan umum dan 

peningkatan penghasilan pemerintahan daerah.Berdasarakan tujuan tersebut 

BUMD diharapkan mampu tampil profesional dengan menghasilkan keuntungan 

bagi perusahaan dan daerahnya tanpa mengabaikan kewajiban melayani 

masyarakat.(pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance).3 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha 

Milik Daerah BUMD yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar Kotamadya 

Tk.II Medanyang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Nomor. 188784SK 

1993. Pada awalnya Perusahaan ini dikelola berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 

Tahun 1992 Tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, 

kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 08 tahun 2001 

tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kemudian diubah 

                                                           
3Gayo, Ahyar Ari, 2013, Pengelolaan BUMD Berdasarkan Prinsip Tata Kelola 

Perusahaan Yang baik,Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI,hal. 1-2 
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sesuai Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan 

Daerah Pasar Kota Medan. 

Selanjutnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, diterbitkan 

Keputusan Walikota Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan 

Daerah Pasar Kota Medan. Sementara sebagai landasan manajemen didasari 

kepada Peraturan DaerahNomor 5 tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, 

Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota 

Medan Nomor 188.342SK1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 

tahun 1997 jo, Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 14 tahun 2004 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata KerjaPerusahaan Daerah Pasar Kota Medan. 

Sedangkan landasan operasional didasari kepada Peraturan Daerah No. 

31 tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan dan Surat Walikota Medan 

Nomor 188.342834SK1994 tentang Pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 1993 dan 

Surat keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No.9741332PDPKM20043 

tanggal 05 Maret 2003 tentang Klasifikasi dan Besarnya tarif kontribusi pada 

pasar-pasar di wilayah tingkat II Medan yang di sahkan Badan Pengawas PD. 

Pasar Kota Medan dengan Surat keputusan Badan Pengawas PD. Pasar Kota 

Medan No. 3604BPPD20003 tanggal 13 Maret 2003.Badan Usaha Milik Negara 

BUMD sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 4 

                                                           
4
 http ://pemkomedan.go.id/hal-perusahaan-daerah-pasar.com diakses pada tanggal 15 

November 2018, pukul 15.30 Wib 
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BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan salah satu pelaku 

kegiatan ekonomi dalam perekonomian daerahdi samping usaha swasta dan 

koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian 

daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ikut berperan menghasilkan barang 

danatau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dirasakan 

semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang 

belum diminati usaha swasta. 

BUMD (Badan Usaha Milik Negara) juga mempunyai peran strategis 

sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta 

besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil koperasi. BUMD (Badan 

Usaha Milik Daerah) juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. 

Maksud dan tujuan pendirian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ditegaskan 

dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),yaitu: 

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah pada 

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; Dengan tujuan ini BUMD 

diharapkandapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 

dan membantupenerimaan keuangan negara. 

2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang danatau 

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 

banyak;Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari Badan 
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Usaha MilikDaerah, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

3. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 

olehsektor wisata dan koperasi; Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan 

usaha untuk menyediakan barang danatau jasa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, namunkegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan 

koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas 

tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik 

Daerah.  

4. Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan 

umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan 

ekonomi lemah. 

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan 

ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1962, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua 

perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya 

untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. 

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan, 

perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah PERDA atas kuasa 

Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang 

kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA 

yangbersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-

Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang 
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bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk 

pendapatan.Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan 

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional 

umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan 

rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta 

ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan 

makmur.  

Sejak dibentuknya PD. Pasar Kota Medan, Modal yang berasal dari 

Pemerintah Kota Medan memang telah dipisahkan dari total kekayaan milik 

Pemerintah Daerah itu sendiri (Pasal 8 ayat 2 Perda Kota Medan No 10 Tahun 

2014). Lebih jauh lagi, dalam penjelasan UU Perusahaan Daerah (yang menjadi 

acuan setiap PD) pada penjelasan Pasal 2 menyatakan ”Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan berarti Kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang 

dipertanggung jawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan 

untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan tersendiri”. Hal ini menyatakan 

bahwa pengelolaan keuangan PD Pasar Kota Medan dilakukan terpisah dan tidak 

dicampurkan dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Medan.5 

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memiliki visi menyediakan pasar 

tradisional dan modern yang bersih, nyaman, aman dan berwawasan lingkungan 

serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap,segar, murah dan 

bersaing. Adapun Misi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah menjadikan 

pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak 

perekonomian daerah provinsi Sumatera Utara. 

                                                           
5
 Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika , hlm. 74 
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Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai badan hukum yang 

melakukan kegiatan usaha, tentu memiliki maksud dan tujuan sendiri, yang tertera 

dalam Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014. Dalam menjalankan kepengurusannya 

untuk mencapai tujuan tersebut, maka Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan 

melakukan hubungan hukumnya sendiri kepada pihak ketiga, bukan sebagai perantara 

antara Pemerintah Kota Medan dengan pihak ketiga. Sebagai badan hukum, 

Perusahaan Daerah  Pasar kota medan adalah unit hukum (legal unit) dengan 

kewenangan dan kapasitas yang terpisah dengan Pemerintah Kota Medan untuk 

mengelola keuangan, membuat kontrak, menggugat atau digugat, melanjutkan hidup 

dan eksistensi meskipun Kepala Daerah sudah berganti bahkan saat direksi 

Perusahaan Daerah Pasar diberhentikan atau diganti, karena harta kekayaan, hak dan 

,kepentingan serta tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar terpisah dari Pemerintah 

Kota Medan. Dengan kata lain Pemerintah Kota Medan mempunyai imunitas 

(immunity) dari kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Medan, karena antara mereka terdapat perbedaan (distinction) dan pemisahan 

(separation) personalitas hukum (legal personality).6 

Sebagai Penyedia sarana Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memiliki 

tanggung jawab yang besar memberikan media untuk bertemunya pedagang dan 

pembeli pada pasar yang dikelola. Penyediaan sarana distribusi juga merupakan 

hal mendasar bagi pasar sebagai pihak penyedia sarana. Pengelolaan yang baik 

tentunya akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk melakukan transaksi 

yang jika dilakukan secara terus menerus akan meningkatkan pertumbuhan 

                                                           
6
 Ibid,Hlm 75 
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ekonomi, sesuai dengan pendapat David Ricardo yang menyatakan “trade is a 

stimulus to growth”.7 

Pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota 

Medan inilah yang dilaksanakan untuk meningkatkan performa pasar-pasar yang 

ada di Kota Medan yang selanjutnya menjadi motivasi meningkatnya pertukaran 

uang yang terjadi dalam pasar. Kemudian fasilitas lain yang dimaksud ini 

termasuk tersedianya lapangan parkir yang memadai. Kata memadai disini 

mencakup luasnya lahan parkir, juru parkir yang baik, kenyamanan lahan parkir 

(tanahnya kering dan tidak berlubang, bahkan telah diaspal), keamanan parkir 

juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya tersedianya toilet dalam 

pasar juga merupakan hal mendasar bagi pengunjung pasar maupun pedagang 

untuk bertransaksi disana. Namun, tidak cukup hanya dengan tersedianya toilet 

saja. Toilet yang dimaksud harus terjaga kebersihannya dan kenyamanannya. 

Faktor tarif juga merupakan hal yang kalah pentingnya untuk dijaga dan jangan 

sampai merugikan pengunjung baik tarif parkir maupun tarif toilet. Hal yang juga 

perlu diperhatikan adalah keamanan dari premanisme dan pungutan liar terhadap 

penjual/pengguna lapak. 

Namun, usaha untuk melindungi hak-hak pedagang pasar serta tanggung 

jawab perusahaan daerah pasar  terhadap pedagang pasar Pusat Pasar Kota Medan 

tidak cukup hanya penggusuran pedagang liar serta pemungutan liar yang ada 

disekitar Pusat Pasar Kota Medan. Hal ini merupakan salah yang menjadi 

perhatian untuk perlindungan hukum kepada pedagang Pusat Pasar Kota Medan 

dalam memperjuangkan  hak apabila sewaktu-waktu pihak pasar melakukan 

                                                           
7
 Wasis, 1997, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Bandung: Alumni , Hlm 4-5. 
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penertiban dengan cara penggusuran, serta apabila terjadi kerusakan terhadap kios 

atau toko pedagang. 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan 

skripsi dengan judul ‘‘Tangggung Jawab Hukum Penyewa Terhadap 

Kerusakan Kios Atau Toko Di Pusat Pasar Medan”, untuk melengkapi data 

yang terkait dengan hal ini penulis melakukan penelitian pada sebuah Perusahaan 

Daerah yaitu Perusahan Daerah (PD) Pasar Pusat Pasar Kota Medan yang terletak 

di jalan . 

B. Perumusan Masalah  

Adapun yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut ; 

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tanggung jawab sewa menyewa kios atau 

toko di pasar Pusat Pasar  Kota Medan oleh Perusahaan Daerah Pasar (PD 

Pasar)? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap kerusakan pada kios atau toko 

Perusahaan Derah Pasar (PD Pasar) terhadap pedagang Pusat Pasar? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang tanggung jawab di pasar Pusat Pasar 

yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) 

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap kerusakan pada kios atau 

toko Perusahaan Derah Pasar (PD Pasar) terhadap pedagang Pusat Pasar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-

hal yang berkaitan denganStatus Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan Daerah 

Pasar terhadap Kerusakan Kios atau Toko Pedagang di Pusat Pasar Kota 

Medanserta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

perdata. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, 

baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis 

ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang penyelesaian tanggung 

jawab Perusahaan Daerah Pasar terhadap kerusakan kios atau toko yang sebagai 

upaya perlindungan terhadap kepentingan pedagang di Pusat Pasar. 

E. Hipotesis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya 

membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan 

masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori relavan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.8 

                                                           
8 Sugiono, 2002, metode penelitian admistrasi, Jakarta : Alfabeta, Hlm 39 
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1. Bagaimana aturan hukum terhadap tanggung jawab sewa menyewa kios 

atau toko di pasar Pusat Pasar  Kota Medan oleh Perusahaan Daerah Pasar 

(PD Pasar) adalah pedagang mendapatkan hak-haknya yang sudah dibuat 

dalam perjanjian yang dibuat dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

10 Tahun 2014 dalam Pasal 46 ayat (1)  mengenai tuntutan dan ganti rugi 

yang berbunyi: 

“Tuntutan pendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan 
bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan pegawai/karyawan 
Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, 
membayar, dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-
barang, karena tindakan melanggar hokum atau melalaikan tugas dan 
wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak 
langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah diwajibkan 
mengganti kerugian dan mempertanggung jawabkannya”.  

2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap kerusakan pada kios atau toko 

Perusahaan Derah Pasar (PD Pasar) terhadap pedagang Pusat Pasar adalah 

Pedagang mempunyai hak untuk mendapatkaan fasilitas dari Perusahaan 

Daerah pasar (PD Pasar) contohnya: seperti lampu, pintu dan atap. Jika hal 

tersebut terjadi kerusakaan maka Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) 

berkewajiban memberikan hak pedagang untuk membenahi kerusakan 

tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Mengenai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Tanggung 

Jawab Perjanjian, Sewa-Menyewa. 

1. Pengertian Perusahaan Daerah 

Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) perusahaan adalah keseluruhan 

perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, 

dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri). 

Beberapa sarjana memberikan definisi perusahaan sebagai berikut : 

a. Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara 

terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, deengan cara 

memperniagaakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau 

mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. 

b. Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan 

tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam 

pembukuan. 

c. Rachmadi Usman, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan 

di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan),yang dilakukan 

secara terus menerus atau tergantung (regelmatig), terang-terang (openlijk), 

dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (wints 

oogmerk).Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau 

badan hukum. Dengan kata lain, perusahaan adalah ekonomi yang berupa 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019UNIVERSITAS MEDAN AREA



13 
 

membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dan/atau laba.1 

Salah satu jenis perusahaan yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan 

Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan 

Daerah yang dipisahkan.Artinya, Perusahaan Daerah adalah perusahaanyang 

sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah.Dengan latar belakang pemikiran seperti itu, 

saham Perusahaan Daerah dibedakan menjadi saham prioritet hanya bisa dikuasai 

oleh daerah, baik Daerah Tingkat I ataupun Daerah Tingkat II. Namun, apabila 

modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri atas kekayaan satu daerah, maka 

modalnya tidak diperlukan berupa saham-saham. Menurut Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 „„Perusahaan Daerah adalah Badan 

Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

Jenis perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perusahaan daerah 

pasar yang mana menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan berfungsi sebagai alat 

pengembangan ekonomi Daerah dan Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut Pasal 1 ayat (6) „„Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah suatu 

badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

pendiriannya diprakarsai oleh Perusahaan Daerah”. Dengan tugas dan fungsi 

terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 

Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar sebagai berikut : 

                                                           
1Saliman, Abdul R, 2011,Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus 

Cetakan ke-6,Jakarta : Kencana, hlm 90 
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Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok : 

a. Membantu dan menunjang kebijaksanan umum Pemerintah Daerah dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan 
dan peningkatan sarana dan prasarana pasar. 

b. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik. 

c. Menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk  pembangunan, 
pemeliharaan, dan pengawasaan. 

d. Melaksanakan pengendalian, peman faatan, dan pengembangan operasional 
baik di dalam area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang 
mempengaruhinya. 

e. Membina pedagang pasar. 

f. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di 
pasar, dan 

g. Meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap PAD. 

Fungsi Perusahaan Daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat 

melalui penyediaan dan peningkatan sarana pasar sesuai dengan tujuan dan 

kegiatan usaha Perusahaan Daerah. 

b. Memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan PAD, dan 

c. Berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan 

program-program pembangunandaerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan 

usaha Perusahaan Daerah. 

Dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah 

dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah adalah badan hukum dengan bunyi 

“terhadap badan hukum yang dimaksudkan dalam undang-undang ini….”, 

selanjutnya dalam pasal 4 ayat 1 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014 

menyatakan dengan tegas bahwa Perusahan Daerah Pasar Kota Medan adalah 
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Perusahaan dengan bentuk badan hukum. Dinyatakan sebagai badan hukum 

berarti segala perbuatan badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum 

itu sendiri, bukan tanggung jawab pengurusnya maupun tanggungjawab pribadi 

pengurusnya.2  

Kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dapat dilihat 

dalam Pasal 5 ayat 2 Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2014, yakni : 

a. Melaksanakan, menyusun perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan 
pengawasan pasar ; 

b. Melaksanakan pengelolaan pasar dan fasilitas lainnya; 

c. Membina pedagang pasar ; 

d. Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di 
pasar ; 

e. Melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha 
Perusahaan Daerah dalam arti yang seluas-luasnya ; dan 

f. Melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat 
persetujuan Walikota  

Dalam Pasal 1 ayat (9) Pasar adalah area /tempat jual beli barang dengan 

jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan 

tradisional, mini market, pertokoan/mall, plaza/pusat perdagangan maupun 

sebutan lain milik pemerintah daerah yang dikelola Perusahaan Daerah.3 

2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah 

kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah 

                                                           
2
 Gatot Supramono, 2007, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan 

Perdata di Pengadilan,Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 135 
3Peraturan Daerah Kota Medan  Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar 

Kota Medan 
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suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya.4 

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi 

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral 

dalam melakukan suatu perbuatan.5Selanjutnya menurut Titik Triwulan 

pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan 

timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa 

hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung 

jawabannya.6 

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua 

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 

pertanggungjawaban tanpa  kesalahan yang  dikenal (lilability  without  fault)yang  

dikenal  dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick 

liabiliy).7 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan 

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan 

sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan 

                                                           
4Hamzah ,Andi, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia. 

 
5Notoatmojo ,Soekidjo, 2010,Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta,  hlm. 

 
6Triwulan ,Titik dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta : 

Prestasi Pustaka , hlm 48. 
7Ibid,Hlm 49. 
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sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa 

yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena 

kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan 

(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang 

sudahbercampur baur (interminglend). 

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya  

tetap  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul  akibat perbuatannya.8 

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan 

melawan hukum lainya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara sistem 

Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut : 

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. 

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas 

sebgaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.9 

 

                                                           
 8Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Hlm 

503. 
 

9Fuady,Munir,2010,  Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung  : 
Citra Adiyta Bakti,  Hlm. 3. 
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3. Pengertian Perjanjian 

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwan hukum di mana 

seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu.10 

Dalam praktik isitilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami 

secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut 

seolah merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboek (BW) 

menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama. 

Menurut beberapa pendapat sarjana mengenai perjanjian sebagai berikut : 

a. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang 

lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal.11 

b. KRMT Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan 

kata sepakat di antara kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk 

menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh unang-

undang.12 

c. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata “suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih”. 

                                                           
10

 Miru,Ahmadi, 2011, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, Hlm.2 

11 Hernoko,Agus Yudha, 2014, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersiai, Jakarta : Kencana,Hlm 13-14. 

12 Meliala,A.Qirom,1985, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta 
Perkembangannya,Yogjakarta :Liberty, Hlm 8. 
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Ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang 

perlun dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebagai berikut seperti mana 

pendapat sarjana Suryodiningrat : 

1. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan demikian pula 

tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan, sebab apabila 

penafsiran dilakukan secara luas, setiap janji adalah persetujuan. 

2. Perkataan perbuataan apabila ditafsirkan secara luas, dapat menimbulkan 

akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal perbuatan yang menimbulkan 

kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum). 

3. Definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata hanya mengenai 

persetujuan obligatoir (melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak), dan 

tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (misalnya perjanjian 

liberatoir/membebaskan perjanjian di lapangan hukum keluarga, perjanjian 

kebendaan, perjanjian pembuktian). 

4. Definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata hanya mengenai 

persetujuan sepihak (unilateral), satu pihak sajalah yang berprestasi sedangkan 

pihak lainnya, dimana para pihak saling berprestasi.13 

4. Unsur-Unsur Perjanjian  

Didalam perjanjian terdapat unsure-unsur perjanjian yang dikatagorikan 

sebagai berikut: 

1) Adanya kaidah unsur hukum 

                                                           
13Suryodiningrat,R.M, 1985,Asas-Asas Hukum Perikatan,Bandung : Tarsito, Hlm 72-74 
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Kaidah dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam yakni, tertulis dan 

tidak tertulis.Kaidah hukum tertulis adalah kaidah yang terdapat di dalam 

peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.Sedangkan 

perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, 

hidup dalam masyarakat seperti, jual beli emas, jual beli tanah dan lain 

sebagainya. 

2) Subjek hukum 

Istilah dari subjek hukum adalah recthpersoon.Recthpersoon diartikan sebagai 

pendukung hak dan kewajiban.Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam 

kontrak adalah debitur dan kreditur.Kreditur adalah orang yang berpiutang, 

sedangkan debitur adalah orang yang berutang. 

3) Adanya prestasi 

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi kewajiban 

debitur. Suatu prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata terdiri dari 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.14 

4) Kata sepakat 

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian 

salah satunya adalah kata sepakat konseksus. 

5) Akibat hukum 

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum 

yang menimbulkan hak dan kewajiban.15 

 

                                                           
 14Salim H.S,2004,Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak,Jakarta 
:Sinar Grafika, Hlm 3. 

 
15Ibid, Hlm 5 
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5. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

 Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari asas-asas yang 

mengikutinya yang harus dijalankan oleh para pihak untuk menciptakan kepastian 

hukum. Didalam perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum 

perdata yaitu: 

a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata, yang berbunyi : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.” 

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para 

pihak untuk : 

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta; 

4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan; 

b. Asas konsesualisme (consensualism)  

Asas konsesualis dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUHPerdata.Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya 

perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.Asas ini 

merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara 

formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belak pihak.16 

                                                           
16Hardijan Rusli, 1996, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Jakarta :Sinar 

Harapan, Jakarta, hlm. 6. 
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c. Asas kepastian hukum (pucta sunt servanda) 

Asas kepastian hukum disebut juga dengan asas pucta sunt servanda 

merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.Asas pacta sunst 

servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati 

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah 

undang-undang.Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap subtansi 

kontrak yang dibuat para pihak. Asas pucta sunt servanda sebagaimana pada 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 

d. Asas itikad baik (good faith) 

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang 

berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” asas ini 

merupakan asas bahwa para pihak, yaitu debitur dan kreditur harus 

melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 

teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi 

menjadi dua macam yakni, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.Pada itikad 

yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata 

dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan 

keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut 

norma-norma objektif. 

e. Asas keperibadian (personality) 

Asas keperibadian merupakan asas yang menunjukan bahwa seseorang yang 

akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan 

saja. Hal ini dapat dilihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 

1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan : 
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“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian 

selain untuk dirinya sendiri.” Kemudian pasal 1340 KUHPerdata menyatakan 

bahwa “ Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.17 

B. Sewa Menyewa 

1. Pengertian Sewa Menyewa 

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam babVII Buku III KUH Perdata 

yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai 

dengan pasal 1600 KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut 

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa:  

“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya 

kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran 

suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi 

pembayaranya”. 

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan huurenverhuur 

dan dalam bahasa Inggris disebut dengan rent atau hire .Sewa-menyewa merupkan 

salah satu perjanjian timbal balik.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa 

berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti 

memakai dengan membayar uang sewa.18 

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak 

yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan 

barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.  

                                                           
17Ibid, Hlm 10. 

18Waridah, Ernawati, dan Suzanna, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bandung : 
Kawan  Pustaka Hlm. 833. 
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Menurut Wiryono Projodikoro sewa-menyewa barang adalah suatu 

penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan 

memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh 

pemakai kepada pemilik19. 

Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu: 

a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri  

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang 

mempunyai barang.Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang 

membutuhkan kenikmatan atas suatu barang.Para pihak dalam perjanjian sewa-

menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau 

kepentingan badan hukum tertentu. 

b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah 

harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak 

bergerak.Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas 

pemakaian benda sewa.Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa 

tidak harus berupa uang tetapi dapat juga mengunakan barang ataupun jasa 

(Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan 

kepada penyewahanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam 

perjanjian.20 

c. Ada kenikmatan yang diserahkan. Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa 

dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang 

                                                           
19Yahya,M. Harahap, 1982,Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, Hlm 220 
20Subekti, 1977,Aneka Perjanjian,Bandung : Cipta Aditya Bakti, Hlm. 40 
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tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi 

berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya. 

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil, yang berarti 

perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat diantara 

para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa yaitu barang dan 

harga.Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk 

perjanjian sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara 

lisan maupun tertulis.Bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam praktek khususnya 

sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis.Para pihak yang 

menentukan subtansi atau isi perjanjian sewa-menyewa biasanya yang paling 

dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada 

dipihak yang lemah. 

2. Subyek dan Obyek Perjanjian Sewa Menyewa 

Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian sewa-menyewa adalah: 

a. Pihak yang menyewakan 

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang 

menyewakan barang atau benda kepada pihak lainya unuk dinikmati kegunaan 

benda tersebut kepada penyewa. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak 

harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan 

untuk memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut 

dikarenakan didalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa 

bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau 

pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan. 
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b. Pihak Penyewa 

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang 

atau benda dari pihak yang menyewakan.Obyek barang yang dapat disewakan 

menurut Hofmann dan De Burger, yang dapat di sewa adalah barang bertubuh 

saja, namun ada pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar 

berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja yang dapat 

menjadi obyek sewa melainkan hak-hak juga dapat disewa, pendapat ini diperkuat 

dengan adanya putusan Hoge Raad tanggal 8 Desember 1922 yang menganggap 

kemungkinan ada persewaan suatu hak untuk memburu hewan (jachtrecht). 

Tujuan dari diadakanya perjanjian sewa-menyewa adalah untuk 

memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan 

bersetatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda 

tersebut. Jadi benda yang dapat disewakan oleh pihak yang menyewakan dapat 

berupa hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak mengunakan hasil, hak pakai, 

hak sewa (hak sewa kedua) dan hak guna bangunan. 

Perjanjian sewa-menyewa menurut Van Brekel, bahwa harga sewa dapat 

berwujud barang-barang lain selain uang, namun barag-barang tersebut harus 

merupakan barang-barang bertubuh, karena sifat dari perjanjian sewa-menyewa 

akan hilang jika harga sewa dibayar dengan suatu jasa. 

Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat dari Subekti yang 

berpendapat bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa tidaklah menjadi keberatan 

apabila harga sewa tersebut berupa uang, barang ataupun jasa.21Jadi obyek dari 

perjanjian sewa-menyewa adalah segala jenis benda, baik benda bergerak maupun 

benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud. 

                                                           
21 Ibid, Hlm 91 
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c. Hak dan Kewajiban Para pihak 

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga 

ada hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian. 

Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam pasal 1550 KUH 

Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu : 

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. 

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang 

tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. 

c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang terteram dari pada barang yang 

disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa. 

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang 

disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut bukan hak milik.Tentang 

pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang menyewakan barang diwajibkan 

untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang 

disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1551 ayat (2) KUH Perdata 

yang berbunyi:  

“Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-

pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan kecuali 

pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa.” 

Pasal 1552 KUH Perdata mengatur tentang cacat dari barang yang 

disewakan.Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat 

dari barang yang dapat merinangi pemakaian barang yang disewakan walaupun 

sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut.Jika cacat 

tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa maka pihak yang 
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menyewakan diwajibkan untuk menganti kerugian.Pihak yang menyewakan 

diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan atau rintangan yang menggangu 

penyewa menikmati obyek sewa yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang 

bersangkutan dengan hak milik atas barangnya. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1556 dan 1557 KUH Perdata. 

Jika terjadi yang demikian, maka penyewa berhak menuntut suatu pengurangan 

harga sewa menurut imbangan, asalkan ganguan dan rintangan tersebut telah di 

beritahukan kepada pemilik.Akan tetapi pihak yang menyewakan tidak 

diwajibkan untuk menjamin sipenyewa terhadap rintangan-rintangan dalam 

menggunakan barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan peristiwa 

yang tidak berkaitan dengan tuntutan atas hak milik atas barang sewa. 

Pihak yang menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban juga 

menerima hak. Hak-hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat 

disimpulkan dari ketentuan pasal 1548 KUH Perdata, yaitu: 

a. Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam 

perjanjian; 

b. Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibanya dengan 

baik. 

Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH Perdata menentukan bahwa pihak 

penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu: 

a. Memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan 

tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika 

tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan 

berhubungan dengan keadaan. 
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b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan. 

c. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali 

jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan 

karena kesalahan si penyewa. 

d. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi 

perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat. 

Pihak penyewa memiliki hak, yaitu menerima barang yang disewa, 

memperoleh kenikmatan yang terteram atas barang yang disewanya selama waktu 

sewa. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila 

pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan. 

3. Risiko dalam Perjanjian Sewa-Menyewa 

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh 

suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa 

barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.22Risiko merupakan suatu akibat 

dari suatu keadaan yang memaksa (Overmacht) sedangkan ganti rugi merupakan 

akibat dari wanprestasi. 

Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu 

peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barag / 

obyek sewa.Musnahnya barag yang menjadi obyek perjajian sewa-menyewa dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a. Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi oyek perjanjian 

sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para 

pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah disini 

                                                           
22 Ibid, Hlm 92 
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berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa tidak lagi bisa 

digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdaat sisa atau bagian kecil dari 

barang tersebut masih ada.  

Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menyatakan 

jika musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa berangsung yang 

diakibatkan oleh suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang 

tidak bisa dipertanggung jawabkan pada salah satu pihak maka perjanjian 

sewa-menyewa dengan sendirinya batal. 

b. Musnah sebagian Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa 

disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan 

dinikmati kegunaanya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika 

obyek perjanjian sewa-menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai 

pilihan, yaitu : 

1. Meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan meminta pengurangan harga 

sewa. 

2. Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa. 

Mengulang sewakan dan melepas sewa kepada pihak ke tiga 

Pihak penyewa dilarang untuk mengulang sewakan obyek sewa kepada pihak 

ketiga tapa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik obyek sewa. Mengenai hal 

ini diatur di dalam Pasal 1559 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: 

“Si penyewa, jika kepadanya tidak telah diperzinkan, tidak diperbolehka 

mengulang sewakan barang, yang disewanya, ataupun melepas sewanya 

kepada orang lain, atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan pengantian 
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biaya, rugi, dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan, setelah 

pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa.” 

Dari ketentuan yang berlaku dari Pasal 1559 ayat (1) KUH Perdata 

tersebut dapat diketahui bahwa: 

a. Mengulang sewakan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukn oleh seorang 

penyewa apabila diperbolehkan di dalam perjanjian sewa-menyewa atau 

disetujui oleh para pihak. 

b. Jika pihak penyewa mengulan sewakan obyek sewa dalam massa sewa maka 

pihak yang menyewakan obyek sewa dapat melakukan pembatalan perjanjian 

sewa-menyewa dan menuntut ganti rugi. Akibat pembatalan perjanjian sewa-

menyewa tersebut maka perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak 

penyewa dengan pihak ketiga juga batal demi hukum. 

Pasal 1559 ayat (1) KUH Perdata tersebut dapat diketahui tentang istilah 

mengulang sewakan dan melepas sewa.Pada prinsipnya kedua perbuatan tersebut 

dilarang dilakukan bagi pihak penyewa.Meskipun demikian perbutan-perbuatan 

tersebut boleh dilakukan oleh penyewa jika sebelumnya telah diperjanjiakan 

sebelumnya. 

Berikut ini perbedaan kedua perbuatan tersebut:  

Mengulang sewakan yaitu penyewa bertindak sendiri sebagai pihak yang 

menyewakan obyek sewa dalam suatu perjanjian sewa-menyewa yang diadakan 

olehnya dengan pihak ketiga.  

Melepaskan sewa adalah pihak penyewa mengundurkan diri sebagai 

pihak yang menyewa dan menyuruh pihak ketiga untuk mengantikan 
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kedudukanya sebagai penyewa sehingga pihak ketiga tersebut berhadapan sendiri 

dengan pihak yang menyewakan obyek sewa. 

4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa 

Perjanjian berakhir secara umum diatur di dalam undang-

undang.Penentuan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa terkait dengan bentuk 

perjanjian.Ketentuan hukum perjanjian sewa-menyewa di dalam KUH Perdata 

membedakan antara perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara lisan dan 

tertulis. Berikut ini cara-cara berakhirnya perjanjian sewa-menyewa: 

a. Berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang sudah ditentukan 

1. Perjanjian sewa-menyewa tertulis 

Diatur didaam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi: “ jika sewa dibuat 

dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi hukum, apabila waktu 

yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukanya suatu pemberitahuan 

untuk itu”. 

2. Perjanjian sewa-menyewa lisan  

Diatur dalam Pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi: “jika sewa tidak 

dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang 

tidak ditentukan, melainkan jika pihak lain menyatakan bahwa ia hendak 

menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang 

diharuskan menurut kebiasaan setempat.” 

b. Batas akhir sewa-menyewa tidak ditentukan waktunya. 

Penghentian atau berakhirnya waktu sewa dalam perjanjian sewa-menyewa 

seperti ini didasarkan pada pedoman bahwa berakhirnya sewa-menyewa pada 

saat yang dianggap pantas oleh para pihak. Undang-undang tidak mengatur 
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berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu, sehingga 

penghentianya diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak.23 

c. Berakhirnya sewa-menyewa dengan ketentuan khusus 

a. Permohonan/pernyataan dari salah satu pihak.  

Penghentian perjanjian sewa-menyewa hanya dapat dilakukan atas persetujuan 

dua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak 

penyewa.Penghentian karena kehendak para pihak ini bisa dilakukan tanpa 

putusan dari pengadilan. Di atur di dalam Pasal 1579 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa pemilik barang tidak dapat menghentikan sewa dengan 

mengatakan bahwa ia akan mengunakan sendiri barangnya, kecuali apabila 

waktu membentuk perjanjian sewa-menyewa ini diperbolehkan. 

b. Putusan Pengadilan.  

Penghentian hubungan sewa-menyewa yang dikehendaki oleh salah satu pihak 

saja, hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan seperti yang diatur di 

dalam pasal 10 ayat (3) PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 Tahun 1981 

Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahaan. 

c. Benda obyek sewa-menyewa musnah. 

Pasal 1553 KUH Perdata mengaur apabila benda sewaan musnah sama sekali 

bukan karena kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa 

gugur demi hukum. Dengan demikian perjanjian berakhir bukan karena 

kehendak para pihak melainkan karena keadaan memaksa (Overmacht).24

                                                           
23 Yahya,M.Harahap, Op.cit,Hlm 240 
24http://paringan .blogspot.com/2015/11/sewa-menyewa-dalam-hukum-perdata.html 

diakses pada tanggal 25 November 2018 pukul 22.37 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu Penelitian dan Lokasi 

1. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2018 

setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline. 

Adapun tabel  penelitian adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

No Kegiatan 

Bulan 

Keterangan 
 

November 
2018 

 
 
Desember 
2018 

 

 
 

Januari 
2019 

 

 
 

Februari 
2019 

 

 
 

Maret 
2019 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Seminar Proposal                                           

2 Perbaikan Proposal                                           

3 Acc Perbaikan                                           

4 Penelitian                                           

5 Penulisan Skripsi                                           

6 Bimbingan Skripsi                                           

7 Seminar Hasil                                           

8 Meja Hijau 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Pasar Pusat Pasar Kota 

Medan M.T Haryono, Pusat Pasar Medan, Sumatera Utara Jalan Pasar Nomor 1-A 

Lantai 2 Sentral Pasar.  

B. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian adalah empiris yaitu metode penelitian yang 

mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti 

peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat 

juga berupa pendapat para sarjana.1 

a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Tangggung Jawab Hukum 

Penyewa Terhadap Kerusakan Kios Atau Toko Yang Di Sewa Pedagang Pasar 

Pusat Pasar Medan (Penelitian Perusahaan Daerah Pasar Pusat Pasar Kota 

Medan).  

b. Data sekunder adalah data yang mencakup  dokumen-dokumen resmi, buku-

buku ilmiah, data on line, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata  (BW) dan Peraturan Daerah Pasar Kota medan 

Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Kota Medan. 

c. Data tersier adalah  suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat 

berupa kamus hukum, dan biografi. 

 
                                                           

1https://idtesis.com, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, pukul 22.38 wib. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  skripsi  ini  

adalah  deskriptif  analisis dari  studi  kasus Penelitian pada Perusahaan Daerah 

Pasar Pusat Pasar Kota Medan.  Studi  kasus  adalah  penelitian  tentang 

Tangggung Jawab Hukum Penyewa Terhadap Kerusakan Kios Atau Toko Yang 

Di Sewa Pedagang Pasar Pusat Pasar Medan  yang  mengarah  pada  penelitian  

hukum  empiris, yaitu  suatu  bentuk  penulisan hukum  yang  mendasarkan  pada  

karakteristik  ilmu  hukum   yang  berdasarkan  pada  karakteristik  ilmu  hukum  

yang  empiris.2 

Sifat  penelitian  ini  secara  deskriptif  analisis  yaitu  untuk  memberikan 

data  yang  seteliti  mungkin dilakukan  di  Penelitian pada Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Medan terkhusus di Pusat Pasar Kota Medan mengambil  beberapa  

data dan  dengan  menganalisis  yang  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni : 

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan 

berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian 

ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan 

dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini 

mengandung data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk 

                                                           
2Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, Hlm 163 
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penelitian. Data primer yaitu berupa perndapat subjek (orang) baik individu 

maupun kelompok dan suatu kejadian. 

b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang 

membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk 

skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 

komentar-komentar atas putusan hakim. 

2. Field Research  (Penelitian Lapangan)  yaitu dengan melakukan penelitian 

langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke 

Perusahaan Daerah Pasar Pusat Pasar Kota Medan di Jalan M.T. Haryono 

dengan cara Wawancara.  

4. Analisa Data 

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan 

metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan 

judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan 

wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan 

sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Pusat 

Pasar Medan. 

Dari hasil penelitian  tersebut dapat diketahui sumber permasalahan 

yuridis dalam “Tangggung Jawab Hukum Penyewa Terhadap Kerusakan 

Kios Atau Toko Di  Pusat Pasar Medan (Penelitian Perusahaan Daerah 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019UNIVERSITAS MEDAN AREA



38 
 

Pasar Pusat Pasar Kota Medan)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat 

mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019UNIVERSITAS MEDAN AREA



63 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelituan dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, 

maka penulis menyimpulakan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh 

penulis sebagai berikut : 

1. Aturan hukum terhadap tanggung jawab hukum penyewa terhadap 

kerusakan kios atau toko di Pusat  Pasar Kota Medan mengacu kepada 

peraturan daerah Nomor 31 Tahun 1993 mengenai tempat berjualan serta 

dalam Pasal 1584 sampai Pasal 1600 KUHPerdata mengenai sewa 

menyewa. Dalam ketentuannya terdapat beberapa peraturan mengenai 

aturan sewa-menyewa kios atau stand pada Pusat Pasar Kota Medan. 

Perjanjian sewa menyewa pada Perusahan Daerah Kota Medan telah 

ditentukan oleh pihak perusahaan yang mana ketentuan tersebut tidak lah 

menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian sewa menyewa Kios atau stand 

pihak Perusahaan memberikan hak terhadap penyewa kios atau stand yang 

mana telah tercantum dalam Pasa 6 ayat (2) Keputusan Walikota Madya 

Kepala Daerah Tingkat II Medan Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Madya Daerah Tingkat II Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang 

Pemakaian Tempat Berjualan sebagaimana : 

“ Setiap pedagang hak sewa dari stand atau kios dan toko yang akan 

memasukkan aliran listrik, air ataupun penambahan atau perubahaan 

intalasi atau reparasi dan memasang kembali dan lain-lain sebagainya 
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harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Direksi Perusahaan daerah 

dan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk itu” 

Hak sewa pada penyewa dapat dicabut oleh Perusahaan Daerah dapat 

dicabut apabila pihakpenyewa tidak membayar kontribusi kepada 

Perusahaan Daerah serta tidak melakukan perpanjangan terhadap surat izin 

pemakaian tempat berjualan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan 

terhadap penyewa berdasarkan ketentuan-ketuan Peraturan Daerah Nomor 

31 tahun 1993 Pasal 4 huruf (C), Jo SK. Walikota Nomor 

511.2/2222/SK/1993, Jo SK Direksi Nomor 97/1332/PDKM/2003. Sanksi-

sanksi berupa surat peringatan I sampai dengan surat peringatan III. 

2. Peraturan pertanggung jawaban para pihak yang melakukan sewa 

menyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa dalam ketentuan 

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat 

Berjualan. Bila terjadi kerusakan pada Pasar dikarenakan akibat bencana 

seperti tawuran, kebakaran, serta bencana alam lainnya  yang terjadi maka 

akan dilakukan perbaikan oleh Perusahaan Daerah tetapi jika kerusakan 

dan tidak membayar kontribusi serta disediakan tempat penampungan 

untuk berjualan sementara, jika kerusakan dilakukan oleh penyewa maka 

penyewa berkewajiban memperbaiki kios atau stand yang disewanya 
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B. SARAN  

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pembangun  yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati terhadap permasalahan tanggung 

jawab penyewa terhadap kerusakan kios atau toko di Pusat Pasar yaitu: 

1. Sebagai pengelola pasar pihak Perusahaan Pasar Daerah Kota Medan 

harus selalu berkoordinasi kepada para penyewa kios atau stand. Agar 

tidak terajdi penyelewengan hak pakai atau hak sewa yang diberikan 

kepada penyewa. Perusahaan Daerah Pasar harus lebih tegas dalam 

menyikapi hak sewa atau hak pakai yang diberikan kepada penyewa, agar 

tidak terjadi pengalihan yang tidak diketahui oleh pihak Perusahaan 

Daerah Pasar. Dalam hal kegiatan sewa menyewa yang diberlakukan oleh 

Perusahaan Daerah Pasar seharusnya tidak menganut Klausula Baku sebab 

dalam membuat perjanjian sewa menyewa pihak perusahaan terlebih 

dahulu membuat aturan sendiri.   

2. Pedagang atau Penyewa lahan tempat berjualan di Pusat Pasar harus lebih 

giat berkoordinasi kepada pihak penyewa atau pengelola pasar agar hak 

dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pengelola lebih jelas arah 

nya. Dalam hal melakukan pertanggung jawaban pihak penyewa maupun 

penyewa harus lebih cermat agar tidak ada yang merasakan kerugian.  
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J(epada Yth : 
J(ePBla Perusahan Daerah Pasar Pusat Pasar 

J(ota Medan 

d~ 
p.4edan 

oengan honnat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/lbu untuk memberikan 
lzin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini : 

Nam a 
NPM 
fakuttas 
Bidang 

: Desi Sirait 
: 158400006 
: Hukum 
: Hukum Keperdataan 

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Perusahan Daerah 
Pasar Pusat Pasar Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Medan Area dengan judul uf anggung Jawab Hukum Penyewa Terhadap 
Kerusakan Kios Atau Toko Yang Disewa Pedagang Pasar Pusat Pasar Medan 
(Penelitian Perosahaan Oaerah Pasar Pusat Pasar kola Medan)" Tanggun ·,,.Jawab 
Perusahaan Oaerah Pasar Dan Pedagang Pusat Pasar Medan Terhadap Kerosakan 
Kios Atau Toko (Penelitian Di Pusat Pasar Medan). 

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Oata/Riset Dan Wawancara dimaksud 
adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan 
salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum 
Universitas Medan Area. 

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan 
Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai 
melaksanakan riset di instansi yang Bapak/lbu pimpin. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima 
kasih. 

,,;t'_\-.. 1~~(0~an rr ~.· kif \~Di·~.. an Bidang Akademik 
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'" Anggreni Atrnei Lubis, SH, M.Hum 
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PEMERINTAH KOTA MEDAN 

p_ERUSAHAAN DAERAH PASAR e 
KOTA MEDAN rn 

k saru No. 1-A Telp. 4567794 - 4575n6 Fax 4567 J ~st3 Medan - 20212 249 Pasar Petisah Lantai Ill 

I o4 \0 tpDPKMI 2019 

o:tV 

I 
ai JUsetfPengambilan Data 

JiiO sees 
: :::.A .. w~ 
~ 

Medan, ~\ J anuari 2019 

Kepada Yth : 
Wakil Dekan Bidang Akademik 

Universitas Medan Area 
Di -

Medan 

vengall l{oflilat 

sersama ini memberitahukan bahwa Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area 

di bawah ini: 

----- NAMA NPM Ket 

No - Desi Si.rait 
158400006 

l. 
c--

l. Telah selesai melakukan riset I pengambilan data dan wawancara dalam rangka penyusunan 
skripsi deogan judul "T ANGGUNG JAW AB HUKUM PENYEW A TERJIAl>AP 
J(ERUSAKAN KIOS ATAU TOKO YANG DISEWA PEDAGANG PASAR PUSAT 

PASAR MEDAN". 

2. Demikian disampaikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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[)aftar Waw n ara P n litian pada p ru 
n D rnh Pu r Pu I P r 

Kotn Med n 

I. B aimana yarat dalrun mengajukan ewn mcnyc 
pa r pd 

2. 

pcru aan da rah pa r pu r. t p ~ r di kuta m <lan'! 

Ja han : Pcnye 
wajih rnemrninyai Surat kctcran ran cmcnturu tau 

urot kcLcr n n perm men ya11 mcrnuat idcntita dan ' mbar 

mcm ki crt 1 nomor kios atau tand ynng diunjul ba riny 

i n ' n mcmbayar biaya yan ' ditcntuk.m. 

ur t kctcrangan tcr~but tcrlehih dahulu 

men) cmhkan surut pcrmohonan menye"" kio atau tar d 

pasar, Kartu ·1 anda Pcnduduk, P· F to kepada P 

l crah Pill r. 

p lu kios atnu tok yang dL diakan olch perusahaan 

umn kio. p:.ida Pu t Pasar t rb gi mcnj itu 

S:S untuk l·ood urt 

2! untuk in 

untu 
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J 1\· nhun : Adu, pcmba . 
Ynran tni t. dak 1 dilakukan perhari melainkan 

P ·rhulnn p 
' nycwa berkew· ··b 

aJ1 an membayar kontribusi yang 
muna biaya ini d. 

igunakan untuk kebersihan, jaga malam, 

listrik. Yang mana k . . . . 
ontnbus1 tru biayanya berbeda-beda 

tcrgantung pada uk 
uran tempat yang disewa dan jenis jualan 

oleh penyewa K .b . . . 
· ontri usi m1 berkisar dari Rp 840 (Delapam 

Ratus <mpat p luh R . u up1ah) sampai dengan Rp. 540 (Lima 

Ratus Empat Puluh Rupiah) Per meter dan dikalikan selama 30 

(Tiga Puluh) hari 

5. Berapa lama jangka waktu sewa d"b ·k h da yang 1 en an penyewa ter a p 

pcnyewa oleh perusahaan pasar? 

Jawaban : Penyewa dapat menggunakan surat izin pakai dalam jangka 

waktu 1 (Satu) tahun, serta dapat memperpanjang surat izin 

pakai dengan cara melakukan administrasi ulang serta 

membawa Surat Izin Sewa. 

6. Apa saja hak serta tanggung jawab pedagang terhadap kios atau toko yang 

disewakan oleh perusahaan daerah pasar? Apakah ada perbedaan? 

Jawaban : Hak Penyewa yaitu mendapatkan listrik, keamanan, 

kebersihaan, serta kenyamanan. 

7. Bagaimana sangsi bagi para penyewa k.ios atau toko yang telat membayar 

sewa kios atau toko di Pusat Pasar? 

J b S 
· b · para penyewa yang lalai dalam membayar sewa, 

awa an : angs1 ag1 

pertama diberikan surat peringatan I (pertama) yang isinya dapat 

. · · tras' berupa Pengelakan/Pembatalan/Pencabutan 
sankSI admiruS I 
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Surat Izin Pemak . 
ru Tempat Berjualan. Jika tidak di indahkan 

penyewa akan me d n apat surat peringatan II (kedua) dengan 

sanksi Pembatalan/P encabutan Surat Izin Pemakai Tempat 

Berjualan. Kemudian a . pabtla penyewa tidak juga mengindahkan 

maka akan dikenakan S . urat Penngatan III (ketiga) berupa 

Pembatalan/Pencabutan S . urat Izm Pemakai Tempat Berjualan. 

a menyewa antara perusahaan daerah pasar 8. Bagaimana perjanjian sew 

dengan penyewa kios arau toko di Pusat Pasar? 

Jawaban : Perjanjian sewa menyewa harus disahkan dan diketahui oleh 

Direksi Perusahaan Daerah Pasar dan membayar 2 ( dua) 

kalikontribusi 

9. Apakah dalam hal perjanjian sewa menyewa kios atau toko di Perusahaan 

Daerah Pasar Kota Medan ada diatur dalam peraturan Walikota Medan? 

Jawaban : Dalam perjanjian sewa menyewa kios di Perusahaan Daerah 

Pasar Kota Medan ada diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Daerah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat 

Berjualan serta Peraturan Walikota Medan Nomor 46 tahun 

2014 tentan8 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 

1 o tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. 

Io. Apakah ada peraturan yang dikeluarl<an oleh ))ireksi Perusahaan Daerah 

bal 
. ·:.,,., sewa menyewa kios atau toko di pasar? 

Pasar dalarn perjaDJuua 
. . p --Anha~n oaerah Pasar Kota Medan Nomor: 

Jawaban : Ada, Dttekst e~ 
974/0331/PDpPf.12015 tan8881 21 Januari 2015 tentaDI! 
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,.. 

Kctcntuan Klasifika . p . . . 81 enyesua1an Bcsamya Tasrif Kontnbusi 

Sewa Toko dan lzi p d . 
n a a W1layah Pasar Kota Medan. 

11. Apabila sewaktu-waktu terJ· adi 
rcnovasi terhadap kios atau toko yang 

dilakukan Perusahaan Daerah Pasar bagaimana tindakan perusahaan 

terhadap penyewa kios atau toko oleh d pe agang pasar? 

Jawaban: Direksi Utama Perusahaan Daerah memilikinhak melaksanakan 

perluasaan, peremajaan dan penghapusan pasar. Sehingga 

Direksi Perusahaan Daerah Pasar dapat melaksanakan renovasi, 

apabila renovasi pada pasar terjadi Direksi Perusahaan Pasar 

memberikan tempat penampungan sementara, sampai dengan 

pasar selesai. Jika terjadi hal demikian penyewa hanya 

membayar uang kontribusi perharinya saja. 

12. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan daerah pasar dengan 

penyewa atau pedagang pasar dalam hal sewa menyewa kios atau toko? 

Jawaban: Hubungan hukum antara Perusahaan Daerah Pasar yaitu antara 

penyewa dan penyedia tempat berjualan, yang mana perjanjian 

yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata 

tentang pengertian perjanjian serta Pasal 1320 KUHPerdata 

tentang syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, serta ketentuan 

lainnya seperti Peraturan Daerah, W alikota, dan Direksi 

Perusahaan Pasar. 

13. Bagaimana bila terjadi kerusakan pada kios atau toko yang disewa kan, 

apakah ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam bertanggung 

jawab? 
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Jawaban : Bila terJ'ad' k 1 erusakan d 
pa a Pasar maka akan dilakukan 

perbaikan oleh p 
erusahaan Daerah tetapi jika kerusakan itu 

terj adi dikarenakan k. b 
a 1 at bencana yang terjadi dan tidak 

membayar k t 'b . 
on Tl usi serta disediakan tempat penampungan 

untuk berjualan sementara 
, jika kerusakan dilakukan oJeh 

pentewa rnaka pe b 
nyewa erkewajiban memperbaiki kios atau 

stand yang disewanya. 

14. Bagaimana perlindungan huk · · 
um yang d1berikan perusahaan pasar terhadap 

penyewa kios atau toko sebagai konsum d' b'd . ? en I 1 angJasa. 

Jawaban : Penyewa Kios atau Stand berhak mendapat perlindungan 

hukum yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Pasar mengenai 

perlindungan dari keresahaan dari pengutipan liar, pedagang 

kaki lima. 

15. Bagaimana aturan hukum (tata cara) terhadap tanggung jawab sewa 

menyewa kios atau toko di pasar Pusat Pasar Kota Medan oleh Perusahaan 

Daerah Pasar? 

Jawaban : Aturan hukum mengenai tanggung jawab sewa menyewa yaitu 

tidak dapat menambah atap tanpa izin, meninggalkan jualan 

dijalan umum yang tidak khusus untuk itu, menjual barang

barang yang tidak sesuai dengan stand atau kios yang disewa, 

tidak ada kebersihaan, tidak membiarkan orang yang yang 

Y
ang menjijikan atau penyakit menular, 

mempunyai Iuka 

• L~L- .... clan sejenisnya untuk bahan bakar selain 
memakai kayu ~ 
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' 
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~ ~ I ' 

I' ·,,1 ,, ;'. ..''." ':jJI f}L jSlkambing BJk 9-A Medan 
•j .. :.~ ','"t •. , ~·, ·~; t : I ~ 'i "" ~ '- ' 

Nomor KTP ... : I rl2 7105 670576 0001 

U~tuk menyewa Tempat BerjualanlMiliitrD.~~~arKdta Medan Pada : 
P · . ;'P.U'Sat Pasar Medan . . asGtr , ~ , .. . · .. ,. . 1 • · , , • 

• • · ·~ 1 ~~tan'd ' No. 1-184 ;nantai-I 
Tempaf B.erjual,an ·· . · 1 

• • 

Luas -~ · ~-~.J\'. ... ~~~ih x ........ .:?!~<ln = ... ~) ........... m2 
' Ilcan Asin . Jenis-Barang Dagangan , : "-, 

Besar Kontribusi (sewa) , ~ f t, 
· pe,r-Bul~h l; ~~rj" .: Rp.l'' · · 87.800,- / bulan 
KoritMhtisi P~l~ya:ban · · i !' · 

;. '< .~ · · ' • · f • 43 .200,-/bulan 
. : .keber~iliaiiper-ijulan I hari.: .... :·Rp/t,:A' 

!<J~ .. ~i.~. asi .. T~m~~~ ' " I ,, "" - rt · n· ;j~ 1 l • 

K0n<U~ ,Bangunan : •Peqn~n~p l semi pe~anen I 
•• -~ . J 1. , _.. ~ ... -. f;, £, : > "( :r> ...... \ ,, 1 • !' 

MAi~A'..B~RL~U SURAT-IZIN PE~ TE1yffi\T 'BERJUALAN 
' SELAMA 1 {SA.TU) TA!IDN .. ~IDJ911: ~.. , 4 FEB 2020 ... ...., 

Das.ar penerbitan /pewanj~gajl S~at l~in ~emakaian Tempat Berjualan : 
. Surat . -~~n P_emaka.J~ 1:e~p'~i .Be1Jualan 

a. As!1 ' Nomor :· S·l-1 ~3 / •3089·-.r · SIP I B I PDPKM I 2018 
b.. nmggal . 64' NJAY Zff18 

---
Pembaharuan Ke-: V 
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'o[RJ .H \ [\.\ .\ 'I Vr:"\1 • 
I' , , J L '\ K ffJ) (.) -

P£\1E.GA \(, JZI'I P£~J-\K I fJ \ \ "<r BAR S Of PAT III 
on u .J{JK P.\UA p:~S~R ~1:1' T£\JPA1 BLR.J '\LAl'i YANG 

.Il\ PfJ P SAR KOlA MCDA ~ 
R.il IZI PE l KAIA TE .lf'AT BEPJLALA 

2mb:o an ~ tenman L"atuk Pcdag~ng Yang Khu us Berjualan .\lakanan l Jinuman sebagai berikut : 

D ':?;a;;g r:: eiT.:! ::?1 :iY1J apt ea;- ~t:jer.1su~ :i nruk bahan bakar memasak d1 dalam k1os/stand selam dan 
:.:.a..~ ~ .m.m~.:?k larr.o~. ?<LS dan ;e1em•n:1a sena mesm ~enset Y.ecua11 diletakkan di bagian luar 
ca'?' _;::.an ~r. 

Hw..:s m~en1:.sakan kesehr~- ;mia Dm~s Kesehatan Kota Medan dan tanda lulus kesehatan 
_ ;~mg n oarla rl n mg ·ros;star:d 
b~gi _mg memp •. at lub rr.e:!JIJtkan auiu penyak1t menular udak d1':lenarkan berada di dalam 

o:: 5tr!; -

A!.1 li.u:."::h ya;;g :-r3<la ;a..a iempa' xr iz!an hlrus d1tampung dengan ba1k dan d1buang pada tempat 
ms '.?g1 pedagang ~ang bcl')ualan obat-obatao harus mempunya1 tzm dari yang 

._, . :en:?rt.:, n. · 1;u 
Khuscs t~rracLp ped2g2ng ~2:tg b"'rJualar. daging. dilarang memperJual belikan daging 1llegal. 
Dd -m

0 
a ~maka mesm d1ata5:; (T1ga) ?K ~a1tu mesm giltngao cabe. bumbu. dagmg cabut bulu ayarn dan 

la.111- 3-:n seJ::r.1 n~ -· 

.. elalarar. •erhadap ketenruan dan kewajiban ataupuo Jarangan lamnya dapat diancam 
o 31 Tahun 1993 tl!otang Pemaka1an Tempat Berjualan Pas;il 8 ayat I sebagai berikut. 

Bard.j = iapa ~lar.ggar acau udak memaruh1 Peratur~n Daerah diancam deng:m Ptdana Kurungan selama
man_ 6 --cnam - 11.m tau cenda ebe ar· )esnrn_ a Rp 50 000,· 'I .i ... puluh nbu rupiah) 

. rsed1a mematuh1 semua ker~muan ~ ar.g tercanrum d1a1a~ dan peratur.in lainnya dan PD. Pasar 
yab1la w:f.a sa. p!n hi maka _a bersed1a clit1!1dak dengan tegas tanpa tunrucan dalam bentuk 

a.h m1 .<I} ~ bub h1 tanda tangan aya. 

0 ~,..~ . J1Y 
1edan . ........... -.v. .. : .•. -:-.~................... . . • ........... . 

0 K\V: ~4 62~ G. 

KAol BBAG ~JAR KOTA \JEDAN 

lUIJ 1 -
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PEMERINTAH KOTA MEDAN 
PERUSAHAAN DAER.AH PASAR 

KOTAMEDAN 
JI Razak Baru No. 1-A Telr>. 4567794 _ 4575776 F 

ax. 45672'49 Puar P81i&ah Lantal Ill 
Medan - 20212 

~----------~------------.( Medan, 02 APRIL 2018. 

llmbusan : 

: 511 3/ 104/C l/ PDPKM/2018 

: Perpanjangan Surat Izin 
Pemakaian Tempat Berjnalan. 

Kepada Sdr/i : ALI MISRAN SRG 
Pemegang Hak Sewa Kiosk/Stand 
Nomor : I 000 B Lt II 
Pasar PUSA T P ASAR 

' di -
Medan 

PERINGATAN I ( PERTAMA) 

Berdasarkan data pada Buku Register Pedagang yang ada di PD. Pasar 
Kota Medan dan laporan dari Kepala Pasar PUSAT p ASAR Medan , Bahwa 
Saudara/i telah melakukan kelalaian sebagai berikut : 

I . Tidak melakukan perpanjangan SURAT IZIN PEMAKAIAN TEMP AT 
BER.JU ALAN Kiosk yang telah habis masa berlakunya. 

2. Untuk itu diperingatkan kepada Saudara/i agar segera mengurus 
perpanjangan SURAT IZIN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN 
tersebut paling lambat pada : 

Hariffanggal : JUM' AT, 06 APRIL 2018. 
Pukul : 08.00 s/d 16.00 WIB 
Tempat : Kantor Kepala Pasar PUSAT PASAR Medan 

3. Bila hat ini tidak Saudara/i indahkan, rnaka PD. ~asar Kota Medan akan 
melakukan tindakan sanksi administrasi berupa PENGELAKAN 
/PEMBATALAN/PENCABUTAN SURAT IZIN PEMAKAIAN 
TEMPAT BERJUALAN tersebut sesuai dengan PERDA No. 31 Tahun 
1993 Pasal 4 huruf (C), Jo SK. Walikota No. 511.2/2222/SK/1993, Jo SK. 
Direksi No. 974/1332/PDPKM/2003. 

Demikian peringatan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan 
dipatuhi sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, 
diucapkan terima kasih. 

BANG-I 

IZAL LUBIS S.Sos = 
NIPP : 01800465 

l.Dircksi PD.Pasar Kota Medan 
lKabag Usaha dan Pcrizinan PD. Pasar Kota Medan 

ala Pasar PUSAT PASAR Medan 
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974/095/C.l/PDPKM/201 7. 

n -- -L --·- - - ·· "T" • • _ ---1· -- ' ' "'"\.. 0 

, cuJuaya.aau 'uuO!,:;aAGJ.t '"'-ViiLi iuU.); T~iUjiGt D~rjua:a,1 
dan Keb.Bulanan dan Listrilc di Pasar PUSA T PASAR Medan. 

v - --.J- C'..J-1~ . nA JIC'I A 
1..._\;,.,aua UUJ. I J • J. ~UU.l.L"'\. 

Pemegang Hak Sewa KJOSK. 
Nomor : 527 LT. ID 
n ......... - nT TC' A T n A c A D 
..t. u.J""" A. '-"'V' "..t. ..t. ~ .. u.i ...... ,. 

Di 

P E RI N GATA N - II ( KEDUA) 

Medan. 15 DESEMBER 2017. 

1'ifo nn"'nhunn; S!!.~+. Do,..;n,....,'ton r .DD. p~~~!' .l(!'!+_n !'/!~cl~ :?'Tc ...... - ..... o-·- .... _,..c• ... ....... ..._c-~ ... - - -- -~ 

974/088/C.I/PDPKM/2017 tanggal 06 DESEMBER 2017 , temyata sampai saat ini Surat 
Peringatan tersebut tidak Saudara indahkan di mana tunggakan - tunggakan kontribusi di 
!!'~!:£!!!! be!u!!?. ~~!!d~r~ h.!!!~~! ~'~it!! : 

1 . K ontrih11c:i TR. R11 lamm Rn !an OQ I 2014 s/cl 12 I 2017 

2. Kontribusi Keb. Bulanan Bulan 09 I 2014 s/d 12I201 7 

3. Kontrihusi T.isrik 

4. Jaga Malarn 

5. Denda 

Jumlah 

Ru Ian 

Bulan 

( Sembilan Juta Delapan Ra/JJs Sembilan Pu/uh Tujuh Ribu Rupiah) 

Rp. 7.659.000,

Rp. 1.932.000.-

Rp. 

Rp. 180.000.-

Ro. 126.000.- + 

Rp. 9.897.000.-

C" - L --L - - - - - - .J-- --- L .. t •---L--• .J! ..,.A. ... - .J-- --- ;_: .J!_ .. _: _ _ _ ._, _ __ 1- --- .l- C" _ •• .J - -1: ----
U\,.;UUvuu5~a u""UfS.:U• u a • u.,-a0>'"'vu&. ua 0-"4.:)' u""u~tua .u.u U•P"'a.u.J50-&.AG.U """"f-'GUA ••. u :a.uUA.t C:U & a.e:,GJ 

segera rnelunaskan tunggakan tersebut selambat-lambatnya pada 

a •• i/T aaur;gaai 
Pnknl 

Tempat 

RADU, :ZU D~SEi,.ffiEn. ~Ul i 
ll9.llll 11/d 1 ~.llll WTR 
Kantor Kepala Pasar PUSAT PASAR Medan. 

Apabila peringatan ini tidak Saudara/i indahkan, maka PD.Pasar Kota Medan akan 
mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan clan ketentuan yang berlaku berupa 
r:El'.IBA T A.LA.'~/~!::~:CA.nL"T :...•: ~uru.t !z!u~ P~ukui&U '!'\:wput n..,.j~!a..& .>~bgg-u1.-nuou 
yang dimaksud pada pasal (4) huruf(B) PERDA No.31 tahun 1993. 

R KOTA. MFDA_N 
ANG-I 

NJPP: 01800465. 
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PEMERINTAH KOTAMEDAN 

PERUSA_~~:~~HPASAR e 
JI. Razak Baru No. 1·A Telp. 4567794 • 4575776 Fax. 4507249 Pasar Pellsah Lantal Ill 

Medan · 20212 

Medan, 06 APRIL 2018. 

: 974/038/C.VPDPKM/2018. 

¢1 : Perobayaran Tunggakan Kontribusi 
Ternpat Berjua lan, Keb. Bulanan, Listrik 
dan Jaga Malam di Pasar PUSAT PASAR Medan. 

Kepada Sdr/i : MUNA WARMAN BR SIAHAAN 
Pemegang Hak Sewa Kiosk I Stand 
Nomor : 196 LANT Al I 
Pasar PUSA T P ASAR 
Di 

P E R 1 N GA I A N - I l I I KET JGA l 

Menghubungi Surat Peringatan II PD. Pasar Kota Medan No 
974/032/C.l/PDPKM/2018 tanggal 05 Maret 2018, temyata sampai saat ini surat peringatan 
tersebut tidak Saudara indahkan di mana tungga.kan - tungga.kan kontribusi di maksud belwn 
saudara lunasi yaitu : 

l. Kontribusi TB. Bulanan Bulan 10 /2017 s/d03 I 2018 Rp. 340.200,-

2 Kontribusi Keb Bulanan Bulan JO I 2017 s/d 03 I 2018 Rp. 259 200,-

3. Listril,. Rp. 529.862,-

4. Denda TB Rp. 35.000,-

5. D. Listrik Rp. 20.000,-

Rg. 360.000,- + 6. Jaga Malam 

Jumlah Rp. 1.544.262,-

(SATUJUTA JJMA RATUS EMPA1 PULUH EMPATRIBUDUA RATUS ENAM PULUH DUA RJBU) 

Sehubungan dengan haJ ters.ebut di atas, dengan ini diperingatkan kepada Saudara/i agar 
segera mclunaskan tunggakan tersebut selambat-lambatnya pada 

Hari!Tanggal 
PukuJ 
Tempat 

: KAMlS, 12 APRlL 2018. 
: 09.00 s/d 15.00 WlB 
: Kantor Kepala Pasar PUSAT PASAR Medan. 

Apabila peringatan ini tidak Saudara/i indahkan, maka PD.Pasar Kota Medan akan 
mengambil tinda.kau tegas sesuai dengan peraturau dan ketentuan yang berlaku bernpa 
PEMBATALAN/PENCABUTAN Surat Izio Pemakaian Tempat Berjualan sebagaimana 
yang dimaksud pada pasal (4) huruf (B) PERDA No.31 tahun 1993 . 

Demi.kian disamp_aikan untuk dipatuhi dan dii.ndahkan. 

RIZAL LUBIS S.Sos = 
NIPP: 01800465 

asar Kota Medan. 
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a·.,, , ~ .&.JHJ,e,IUl'O A11 KU l'A lVIEDAN 

f.~ PERUS~IIAAN DAERAH PASAR • 
~ KOTAMEDAN 

_ JI Razak Baru No 1-A Telp 4567794-4575776 - Fax. 4567249 Pasar Peosah Lanta1 Ill 
Medan -20212 c - T 

~- ~;;;;-=~-----
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN 

l\'{cnimbang 

Mcngingat 

Membaca 

1 • 

Nomor: 511.3/ b 38Z../ PDPKM I 2011 

Tentang 

PENCABUTAN HAK SEWA IQOSK/STAND/MEJA 
DI PASAR PUSAT PASAR MEDAN 

l . Babwa masih banyaknya pedagang yang membutuhkan tempat berjualan yang 
cukup Jayak dilokasi pasar PD.Pasar Kota Medan. . 

2. Bahwa k1osk/stand/meja yang dicabut hak sewai.iya tersebut. dapat. d1manfaatkan 
men~pung Pedagang Informal yang ada di sekitar pasar, d1sampmg ~embtkantu 
pene~ban pedagang dan kebersihan juga sekaligus dapat menmgka an 
penenmaan PD. Pasar Kota Medan. . 

3. ~abwa untuk melaksanakan J>encabutan terhadap kiosk/stan~meJa yang berada 
d1 Pasar-pasar wilayah PD.Pasar Kota Medan perlu d1tetapkan dengan 
Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. 

1. Undang-Undang No. OS TahWl 1962 tentang Peruhaan Daerah jo Undang
undang No. 09 Tahun 1969 Tentang Bentuk - Bentuk Usaha Negara. 

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintabaan Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ~o. 125, tam~ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebaga1 mana teJah di:ub: 
dengan Undang-Undang No. 08 tahun 2005 tentang Penecapan Pemennt 
pengganti Undang-Undang No. 03 Tahun 20.05 tentang PerubapaJ? Undang
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah men1ad1 Undang
Undang. 

3. Keputusan Menteri dalam Negcri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan 
Badan Usaha Milik Daerah. 

4. Peraturan Daerah No. 31 Tanun l 99 3, temang P~mal<aian T empat BeIJ uail:tll. 
5. Surat Keputusan WaliJ.rotamadya KDH Tk-II Medan No. 188.3421843 /SK/ 94 

tanggaJ 09-04-1994, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 31 Talllln 1993, 
tentang Pemakaian TemP.at Berjualan. 

6. Surat Keputusan Wahkota Medan No. 14 Tahun 2004 Tgl. 26 Maret 2004 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota 
Medan. 

7. Surat Keputusan Direksi PD.Pasar Kota Medan No. 30016545 /PDPKM I 2017 
tan8gal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan tim peng-lakan Kiosk/ Stand/ 
Me1aff oko pada Pasar-pasar clibawah pengelolaan PD.Pasar Kota Medan. 

8. Keputusan Direksi Perusahaan Daer-ah Pasar Kota Medan No. 
974/1238/PDPKM/201 2 tanggaJ 02 Maret 201 2 tentang Ketentuan Klasifikasi 
penyesuaian besamya tarif kontribusi Sewa Toko dan Izin pada wilayah Pasar 
KotaMedan. 

I. Surat Peringatan I (Pertama) C:ibang I PD. Pasar Kota Medan No. 9741 090/C.l 
I PDPKM/2015 tanggal 01 Oktober 2015, No.974/004/C-l/PDPKM/201 7 tgl 16 
Jan 2017, No. 974/036/C-I/PDPKM/20~ 7 tgl 11 Juli 2017. 

2. Surat Peringatan Il (Kedua) Cabang I PD. Pasar Kota Medan No. 9741 071/C-I 
12016 tanggal 20 Sept 2016. No.974/014/C-J/PDPKM/2017 rgl 13 Feb 201 7, 
Nv. 9741046/C-IIPDPKA-i/2017 tgl 19 Jutj W 17 

3. Surat Peringatan lJl (Ketiga) Cabang I PD. Paw Kota Medan No. 9741 O 131 
C.V2017 tanggal 13 Februari 2017, No.9741018/C-IIPDPKM/2017 tgl 01 
Maret 2017, No. 974/050/C-VPDPKM/2017 tgl 27 Juli 2017 
tentang tidak membayar Kontribusi Tempat Berjualan dan Kebersihan Bulanan 

4. Berira aca.ra pengelakan Kiosk Pasar Pusat Pasar tanggal 30 Mei 2017 dan J? 
September 201 7 oleh petugas yang dihunjuk sesuai dengan SK Direksi N; 
800/6545/PDPKM I 2017 tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan surat usul~ 
Kepala Pasar Pusat Pasar yang diketahui Kepala Cabang I No. 296/ PPIC-I 
12017 tanggal_ 09 Oktober 2017 dengan disposisi Direksi PD. Pasar Kora Medan 
No. 51 1.3 /)461/ PDPKM I 201 7 tanggaJ 09 oktober 2017 dan SPT 
Pengelakan No. 800 12856 I PDPKM I 201 7 tanggal 26 Mei 2017 Dan SPT 
No. 800/4579/PDPKM/ 2017 tanggal 29 Agusrus 2017 
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Menetapkan 
pERTAMA 

J(EDUA 

J(ETIGA 

J(EEMPAT 

Tembusao: 

- 2 -

---------------------------------- M E M U T U S K A N -----------------------

Mencabut / membatalkan dan menyatakan tidak berlaku !agi surat-menyurat yang 
be:hubungan dengan Hak Sewa Kiosk/Stand/Meja di Pasar Pusat Pasar Medan. 
yrutu sebagai berikut : 

Kiosk Lt. I 
Kiosk Lt. II 
Kiosk Lt. ill 

JumJah ·············· ·· 

1141 
925 
SKY Croos 

.. .......... ............ ... , .............. .............. ......... . 

1 
I 
I 

3 

Unit 
Unit 
Unit 

unit 

~epada para Pedagang yang berminat untuk memperoleh Hak Sewa kiosk yang 
dicabut tersebut diatas dapat mengajukan permohonan lee Direksi Perusahaan Daerab 
Pasar Kota Medan, untuk dihunjuk melalui proses Bea Batik Nama (BBN). 

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika temyata 
dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan tersebut. 

DITET APKAN DI : MEDAN 
PADA T ANGGAI, : is novem \vlr 2017 

PERU DAERAH PASAR 
DAN 

I. Sdr. Direksi PD Pasar Kota Medan 
2. Ka. SPY PD. Pasar Kota Medan 
3. Kabag. Usaha & Perizinan PD Pasar Kola Medan 
4. Kabag. Keuangan PD. Pasar Kota Medan 
5. Kabag. Hukwn & Humasy PD. Pasar Kota Medan 
j..,Kabag. Penertiban PD. Pasar Kota Medan 

cz,,.Ka Cabang I PD Pasar Kota Medan 
8. Kasubbag Pemasaran PD Pasar Kota Medan 
9. Kepala Pasar Pusat Pasar Medan 

10. P e rt i n g g a l 
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• 

I 
l 
t 

\ 

• 

... 
, .. <A • 

1. PERATURAN DAERAH KDDATI lI MEDAN ~---

NO. 31 TAHUN 1993 

TENT AN~ 

PENAKAIAN, T£NPAT B£RJUALAN 11 .. 
. . 

2. KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA 11;.DH TK II MEDAN 

NO. 188.34~/834/SK/1994 

I 

TENT ANG 

Pelaksanaan Perda Kodati II /1edan 

No. 31 Tahun 1993 

Tf;NTANG 

Pemakai'an Tempat FerJualan 

~. KEPUTUSA~ " WALIKDTAMADYA KOH TK II MEDAN 

No • 511.2/2222/SK/1993 

TENT ANG 

Penentuan Alasi fikasi d.3n 

£?esarnya Tari f Kontribusi . 
4. PERATURAN DAERAH KDDATI II MEDAN 

No. : 15 Tahun 1992 

TENT ANG 

Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar-

Ko tamadya Daer ah Tk I I Ned an 

5. KEPUTUSAN WALIKDTAMADYA KOH TK II MEDAN 

No. 539/918/SK/1993 

T!::NTANG 

Susunan Organisasi dan Tata li.'erJa Perusahaan 

Daerah Pasar Kotamadya Daerah TJ.. I I Nedan 

--
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I , 

., . 
' < 

~ahw; l:lntuk mewujudkan Pasar yang tertib dan tera tur dirasa perlu menga-

pur temel!dt\ll :it 61I1P t - ~i;i~·jualan di Lingkungan P>Jasr yang di tetapkan dalem 
e~~ < u~.~n .. ~ 

~ 1% 
• '"'!">:!'.: ... 

1
• ~4Elp·g~~~~fo-'.~P/ Tahun 19'(4 ten tong Polr.ok-Pokok Pemerintahan di 
~ Ql'Qll ~'>.LP l'fi-; .... 

' ~ .. \ ~~-,·~"'ti ... t 
2• Undang~Und~ng ' Nd, 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Deerah Otonom 

Kota-KotJ~ . Besar daJ.em IJingicungan DF.ierah Prop:i.nsi SumBtera Utera, jo. 
,l\~~~A l9.ITTIH"in.!ah No, 22 Tahun 1973 tentang Perlueson D.ler,'Jh , Kotom~ 
dyo~b.i~gon . .. ~.~~,~'" , . -" ' . 

J. llrtdong .. 11l!qdnps l'.fo. 8 ~1i:: hun 198i tent.'.lng Hu!cum Acaro Pid.1no, jo. Perot~ 
ron :Pe~PfJtitah NO, 27 T'.lhun 1983 tenfong Pobksl)m1cm Ki tcb Undang - ~!: 
dong·d{~,ijJ,l 'f.,3c ;~q, Pidom:i. · . 

t·' 
4. Undong .... Uri.d·'.lng No, 4 Ttlhun 1982 tent.:lng Kctentu:rn-Ketentuon Pokok Po ·- . 

08eloloci{ Lingkung:m Hidup. 

5. Perowr.~ni, Menteri D'.llom Nageri No,14 Tohun 197~ tentong Bentuk Perot~ 
ron 'D'.lerDhi!.1~1·1~.- ~. · : . 

6. Porotur'Jn Uentori Keh.:1kim.:1n .No~ U-05.PW.07,0J Tohun 1984 tentong Pa -
tun~~.; Ppl.r.ikst;; n.:Jan, Pensongkotan dan Pr.:mberhontion Penyidik Pegcrnoi - ,· 
Negori ':S{p;(l'. · · · ~ 

' . 
7. Koputuson Mentcri Koh:Jkimon ~fo. M-04.PW, 07,0J '.fuhun 1984 tentong Vlow~ 

nong Penyiq~k Pogowai Negeri Sipil. 

8, Koputuecn Men·tori Dolom Negeri No!23 T.'.l hun 1986 tentcng Ketentuan 
Umum Mongon~ i Ponyidik Pog~wai Nage~i Sipil dilingkungon PemexintQh -
Iboroh,'-'·:f. ~. · ! 

Persetulju.;>n Dewan Porwakilan Rt.ikyot D.:eroh Kot.:1mDdya Ine1·oh Tingkot II ·M.edon, 

I 
I 
jpkan 

I 
ME M u ·T US K AN 

PERATURAN D4\ERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN TENTANG PEMAKAIAN TEM 
PAT :BE.l:WUALAN. 

';i- N·-t - • l BAB I .. . I ; 

KETENTUAN UMUM 

Po sol 1 

Dobm Peroturt: n fu ar:h ini ycng dim.:lksud dcngtJn 

tJ .. Iboroh od:ilah Kot:.:madyo Ibarr:h Tingk'.I t . II Modcn. 
b. Pemariht::h ~or.'Jh od{ll,:ih Pamorint1.1h Kot.~ rnodyo D:lerah Tingkot I I 

Medon. · · · 

c. Keiv.ilo lner1h cd.'.:lllh Wolikot.oml)d~ Kep.'.llo Inerah Tingkot II f,fadon. 

d. Dew.~n :Perw.:>kibn Roky!lt D.>orah od.'.lbh Dew11 n Perwokilon Rakyat Dae:roh 
Kotomodyo D:!erch Tingkot II Medan. · . · 

e. Tempot Berjuol'.'ln >:! d"ll::ih suotu temp~t y,~ ng dipergunokon untUlc troneok
si jUDl beli yong terletok di lingkungon Pnsar milik Peme~t.ntoh .D:> ~-
ron otaµ yc:n.g dikuOS?i Pemerintohoh J}:0roh . . 

BAB' II .• • .-. • , 
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B.\D II 

pr. M t.KAIAN 'I'EMPAT BEfl.JlJALAN 

Par:Jl ·1 2 

n.'18 at,13.u Do.chn ~rc:i.; d.iil'.it'lko.!1 r.iem'l!<ai tompat berjualan berkewajiban memenuhi keten 
~ketonl;,.wn ~; Jl'Xl[pJ. bs~·:·1 . ·t : 

) re;v·o·ii'a \ttaj1.h :onip.;:,traJ. cw.·c.'.:. 1Cetoranaan sementara atau surat keterangan perma -
no:i yoi:g 11·omuc.0 :i.dc~1LJ:~a::: rl:Jn g0J1 1ar momakai serta i.omor kiosk atllll stand yang -
dihunjuk basir,ya G.0;13a.ri. rr.~mb~:c.r b:!..CJ,ya yang ditentukan untuk itu. . 

Ptlm"O\lll ho.rt11J mencmpati L' ~n:: ~.:':lmako..i. sondiri stand utau kiosk yang diizinkan ba
ginru dalu.11 tC:\11.90 Sclla.'!.ba·0·-~-a;,iJ.'.lt::o'a 10 (sepuluh) hari seteleh penghunjukan• 

T1dtk merr.hic.r~·~an koeo!-"g aJ~ ,11!pun Mdak menempatinva atau tida.~ membuka1'0-'a seba.gai 
te~pa\ b~1'.'.\t:~~~; .. 1c;:~~ n .~1·" .: , 0 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa surat keter&
ngru1 d.r:i J •· • .1.0 . .•. :i. .. J, .cr..~ .. 1 .. -. 

Tida~c mer,.-rc:::-llllkan o.~. cJ. 'T.<:ir,JUru!1 pakai sebagian atau seluruh tempat berjua1an ke
padn orang ld.!1 1.:a~.~n 1J.1r m, kuasa maupun ciengan bentuk apapun sebel.um mefldapat 
izin Di:r.::' :-i" .. I'D, rnoor. 

~) Tido.k menvewc.!can, m'3mpo:-bp~3ilcan1 mer•galihlcan dalam bentuk apapun sebagien ::>t!'lu 
seluruh!'\Yn tem;iat b:::-~11cio.li kepacl~ ora:.g lain, sebelum mendapat izin dari Dirck-

r.i:l. I'D. Por.ior. 

q) Pemba.varan kontribusi ecti<1p bularuiya dilakukan se~ara bulanan dan harian· 

V Tidak bnloh tinggal al.:,D.U bermalam atau memberi kesempatan bermalam ditempat ber

;jualnn. 

Pas al 3 

t on.:l.
1 
ldo .Ji ~ c+.a.1! ba1..g'.ln.m mili1t Pemerintah Daerah 1 baik yang pembangunann.Ya dibia -

ai oj Ph Pcr.::i:::-i;.ta !lo.0ro.h1 rr.ci.11._run atas swadaya masyarakat yang berada didal.am Komp -
ek PaSffi' 1i!il.i.k Pumur.i.r,tJ..'l ,_.J(.~·. fr1 rang · digusur, ditertibko.n dibongkar guna perernaja
n Paszr atau Kol:,a dc.~1 pe:1crti.11a.., lninn,va ticlak akan diberikan ganti rugi dalam ben
tlk c..pJ.i:;un l<e;>ado. P<3 (VCMa ue~.;(an l:e~entuan kepo.da pan,yewa diberikan prioritas untuk 
mr1oro::..1)fl ~c,;npr..:, :.ie:-ju'.11 on c'.ilo'c~si at au terr.pat yang diremaj akan at au tempat lain -

ang clih>.in.ju!c clf:h l':.imt:1.:i:-1t:i.h LC10rah. 

f'o.s:D. 

urat izi!'l f:O:!'IPJ~a·.:.:n: tc:rre:t 1>f!:- .Jaal:J.11 da0at dicabut kembali oleh Perusahaan Daerah, 
pP.b::.J .. '\ : 
, l'AMef,·'.ll;g ~.7.:!.n :.'J;r.pc:. h-.3r~ 11al.:in ::ic.r.galihkan izin yang-diberikan kepada pihak lain 

t.nnpa i~in Dfrek::.J. !-'J.·1::- ~! ~~.:.. : r.~e:i!·an. 

t(,,..., ,~··•).,.., .• ,.~,,. c'·H "·\t<<' l"' .L.:,:r-:· c.J.:ih~•ror selama-lDJll""'..,.a .3 (tiga) bul<>~ berturut 4 J. • . • 1 ...... v .. L. ... -·· .... ,, •• 1 ....... v . • ..... 1. •• v.1 ..._..v t;;l..1..1 -

tu.:ut o:igi pcr.>n.1-::i •. ;. ;. i.11.~, M •• :,~ i;:m:>in:;'a ditentulrnn secara bulanan dan .30 ( tiga pu -
J.1.:..!1) h&t':;_ l:~_;j }.' : ;:.rlm~ ~ant..: ko:-:~::-1businYa ditentukan secara harian atau membiar -
J..a1 ko:>o·:;;; t.em_:.:· :- Lcr ~·.:.:ilnn u~le."la .30 ( tiga puluh) hari berturut-turut tanpa iz'in 
P'.)r'..l.r:.ahar.r. °!.:'lo:rcl1. 

, Pt'l mcgo:~ .:.:.in r::1•:xct•.i. tcr·r>n\'. bur J• •:1lau sctelah diberikan .3 (tiga) kali peringatan 
olch l'..::ruso.hei.~1 D.'..!.Ci'ru1, rr.:-si.h meJ.ai<U:-:rn .o(:jngulangnn pelanggaran Peraturan Daerah. 

' •. 
'..,.'! ... • 

elai.n bangnn&n dan ben.ca-b~~dn YlUJP, di9~'rgunokan sebaeai a.lat te11pat berjualan wa _ 
a11.l'.l1Jn bt•lcc-n kopu1-:;,.· 1;-.~n .?c:nerir_:,.::.J1 Dacrah harus dicat o~eh pemiliknYa dengan petunJ·uk 
an ke+,'3 nti.1M Y!:.l'lf. citcn"::·"'.!~an 1m+,-..1k itu. 

~AD III 
:!', A r. A NG A U 

?i::1a:J 6 
(1) Dldr.lam ci.'.l!1 dilu:---:- ~.:-:i,<-: ~. :~ ..:tC.::1cre: <l.s.n rne!'ljual barang-bar mak d · 

mrul ~'· ,..u ~ ..... - .. ~ '""~·· L"' ... , . • 1 a.ng, anan an nu.nu-... ~~ . '--co' .... ' "''· ...... o.vn 1 Sl.t'l C:.vau pc.> ~erjne.!1 solain U.o.ri tempat-tem t t 
lc.h cl:t.'"1' ..... t;.1<'"" · 1·• 1 1{ : · P

8 
yang ~ 

.. IJ ' "~"' • ..... ... 1 .A.!. -'. __ "(,~., i 
( :'' Mengambil •••••••••••• , . 
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\ 

!oiergBIJlbil dan mompergunakan tcmpat ber jualan yang· lain atau lebih l.ua!l d.ari P! 
da yang telah ditentukan bagi sipemakai. · , _ 

Herubah bentuk, mengot~r~ dan merusak lapangan atau Loods, bangunan dan segala 
sesuatu ya~ menjadi milik Pemerintah Daerah. 

Mertiirikan atau memporbaiki bangunnn dilapangan yar.g sudah ditentukan untuk ... 

tempat 'oerjualan. 

~ Memperdaga~kan atau mer(Yimpan atau menempat.kan barang atau berda- berxia yang -
dz.pat menimbulkan kerusnkan1 garcguan atau baheya kebakaran. 

') Mer1J.Jllp.lk barang-barang dagangan e:ceran lebih tinggj. dari 1 165 meter dihitung _,.. 

dari lantai pada I.oods dan Stan:! . 

) Didalam Loods yarg sudah memakai dirtling, memb.lat peti tempat meppan bar~ 
barang tanpa izin Pcjabat yang dihunjuk. 

) Mengatapi atau menambah ata.p tempat berjualan ta.npa izin· 

) Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan al.at-alat jualan dija -
lan umum atau lapangan-lapangan atau tempat lain yang tidak khusus µptuk itu. 

) Meninggalkan atau menempatkan ba.t'o.ng-barang jualan den alat-alat jualan sesu -
dah jam tutup Pasar Pagi dan Po.sar Sore di Pasar-pasar climaksud kccuali yarg -

mempunvai bangunan parmanen. 

) Menjual barang-barang diluar jenis dari yang dud$ ditentukan· 

) Membawa sepeda atau kenderaan bcrrootor lainnYa kedalam Loods atau tempat;.-teJDpat 

lairu. ~ 
) Membiarkan kot or atau kurang bersih keadaan Stand atau Kiosk, toko sebagien -

maui:un keseluruhannYo. denikian juga keadaS? gang atau j~en yang ada dimuka 

atau dibelakang dan disampingnYa• 
) Memakai kayu api dan sojenisn.Ya untuk bahan bakar memasak makanan dan minuman 

didalam Stand atau Kiosk selain gari pada bahan bakar min.Yak, gas den sejenis-

' rrya. 
) Bagi orang yang mempunyai lfil<a yang menjijikkan atau penYakit menular berada 

didalam Loods. 
6) Melakukan kegiatan usaha dalam lipgkungan wilayah Pnsor dengan mernakai tenaga 

penggerak mes in yang tidak lebih cad. 3 ( tiga) PK tanpa izin Pejabat yang di -

hunjuk. 
7) Melakukan usaha a.tau kegiatan didalam Pasar yang dapat mengganggu dan membaha

yakan ketertiban umum dan keamanan bangunan Pasar: 
' 

BAD rJ 
PENJA;./ASAN DAN PENYIDIXAN 

Pasal 7 

1) Pengawasan atas kepatuhan dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepa
~a Kepala Daerah atau Petugas yang dihunjuk. 

(2) Selain Pejabat Pen.Yidik Umum bertugas men.Yidik tindak pidana pen.vidikan atas -
tin:lak pidana s~b~aimana ~imaks~ d?1~ Peraturan Daerah ini dapat juga dila
kukan oleh Pen,yidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peirerintah Daerah yang 
pengangkata.nnYa ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. 

;3) Dalam melaksanakan tugas pef\Yidikan, Pojabat Pef\Yidi.l{ Pegawai Negeri Sipil ber 
wenang : -
a . Menerima laporan dan a~ciu pengaduan dari seseorar.g tcntang ad.an.Ya tindak pi 

dana· -
b , Melakukan tindcl<an pcrt:lllla pada saat itu ditempat kejadien serta melakuk 

pemeriksaan. an 
c. MeflYUI'Uh berhenti sesaorang tersangka dari perbuatanrrya dan memerlksa

0 

tand 
pengenal diri tersangka. a 

ct . Mclakukan penYitaan bench atau surat . 
e . Mengambil . ' .. , ----------------------------------------------------- 
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u 8ngambil eidik j ari dan memo+-et 
,.. a· sesaorang . 
Meinaniggil seaeorang untuk diaengsr dan diperik~a sebagsi tersa~ at.au 
saks • , , 

Uendatangka n orung ohli Y~ng diperlukon ~~L~m hubun~~nny~ deng~n peQer~ 
8000 perko.ro. . 

M~ngodckan P~nghenticn penyidik~n setel'.lh mend,pot petunjuk dori penyi -
di.le, b::i~wc hd~k t erd'lptJ t cttkup bukti .~t-;u poriatiwa torseout bukan ce~ 
~'.lkOn tindck pida n.o d3n sel~ojutnyo mel~lui penyidik cecbarii.'.1hukan hol 
tersobut kep~ dc Pcnuntut UmUIIi, tcrs~ngk, ~tr.Ju kel~rgnnyo. 
fJeng.ad·'.lkon tindak-:n b in menu.rut hukur.a ~D8 dop!I t dipertonggung ji:mabkan . 

Penyidik Pegawoi Negeri Si pil membu.o t Ber i tr.i AC9.n s etiop i.ndslron ten tong : 

Pemori.kecan porkr.ro. 
Pem1Jauk.;n rumJJh . 
Penyi ti::on bcnd.'.J. 
Pemeriks~on Sura t. 
Pemeriks~an s~ksi. 

Pemeriksoan ditem~~t ko j?dion, 
d.an mengirimkonny . ., ke~d~ Kejoks oon ifogeri dengcin tembus=n kepi2dO Ponyi
.dik Polioi Nogoro Republik Indones b . 

v 
KETBHTUAU PIDA1fA 

p'-~l 8 

&ir13ng si~po mel.ongg11 r D"tt:iu tid~~ mom~ tuhi koteotucn Percturon JlJer.>h ini -
dicncem dengon pideno kurung!:ln scl~lill) - lD!OOny'.l 6 (en?m) bulan etau dend~ so
bes!)r-beaornya Rp.50, 000 ,- (Li.Joo puluh r ibu r upiah) . 

TindakDn dimoksud ayc t (1 ) odd .. '1 h pelonggor :;n. 

BAB VT 

KETIWTUAN PENUTUP 

FaSll l - 9 

Pal12kso01J!ln Peroturon D.Joro h i ni dfa tur lebi.h lanjut deng::in Keputuson Kepo-
· 10 D"..: er.Jh. 

DengJ)O berloklUlj-:! P
0

~rc turcn D.> er::b ini m<Jlro Pcr'.lt~n Ibe~h nomor 8 ~hun 
1988 yong dirobch den dita.i!.b:> h t erckhir deng1Jn Per~turan Doeroh Nomor 3 _'b
htm 1992 tentcog Pcrubohr.n K&tigo Pcr.'.)tul"Jn llicroh Kot'.lav;dya DJe~h Tingk'Jt 
Il Medan Nomor 8 '17Jhun 1988 tenta ng Peoge~ol..'.>cn Pc~r-Pcsar dinyotok:an -ti -
dok berl:lku 11.lgi. 

Perctumn l>:!oroh ini discbut Pcrctur:'ln I'-: cr.: h ton tong Pc!IlQkafon Tempat Bor-

)t~i:'i..n.lilill>~~~._.C~O~.!_~Or~li'.Wf'.o~fnf4~!14'1S~~!'I. 
~~pu~ ~ O-l"UEf'l~~r. 
~turcn Doerr.ih inimiil7-'°CDe'i=lcku eejak t 11ngg!ll diandongk:~n. -

~cdan, l J J ul i 1993,-

Perrmkilon &kyo t D:rnrob 
D:::crDh Tingkct II Medon 
Ph. Katua, 

',f::lik:ot~ r...:: dyo Kepak fu croh Tiogkot II Med.:Jn, 

Dto 
Dto 

• UUHAMUAD ABDOH, SH BACHTIAR !JJ AFAR 

bn dalam Lomb.:J:rnn ~er-Jh Di.s-Qhkon oleh Gubernur :CeJ)Bl'.l Di.>e~h Ting kot I 
a Il:eroh Tingk~t II fd &dcn Su.meters Ut!jrQ dengo:i Su:.-.'.l t Keputusen, 

. ! ' 

12 Seri D No. 6 'I'Elngg_ol : J] 1Desembor 1 993.-

: 9 tipril 1994.- i' </ ::A.( ... ®: l~. 342-14)/';:'_~ffi.JU 1993. -

Sckrcvrr~T::r Ko t<:mo~. ~. rch~· _'i'ingka ~ = 1.~ ed.::m, 
-. ___.--::--~· . . ~ ~ ~-Lr.l1tin1 = 

~ :;.i.~~ 

\\".:.~iJRS. ·~RI-;
\, * .. . :-<:tM:Jo4 2911. -

• 'I.>!· '"' c: o r;(.f7 .......... ~ ~~~ 
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:PEMERINTAH KOT.hMllDYA Dl\ERAH TINGKAT II MEDAN 
\ 

.S A L I N A N 
·°"llll;'

l{EPUTUSAN VIALIKO'.CAMADYA ICEPALA DAERAH TINCHCAT II 1AEDAN 

NOMOR : 188.342/834/SIC/1994.-

. TENTANG 

PELAICSANAAN PERATURJ\N DJ\ERJ1H KOTAMADY/\ DJ,ERAH TINGKA T 
II MEDAN NOMOR 31 TAHlTill 1993 TENTAl~G PEMAK.AI'N TEMPAT 
BERJU ALMl. i . .i 

11 

\YALIKOTJ\Mf\DYA ICEPllLA DAERAH TINGK/1T II MEDAN 

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingki:tt II Med~n Nomor Jl Tflhun · 
1993 tentang Pemakaicn Tempat Berjuii l0n, tel~h disahkan oleh Gubernur -
ICep1Jle Daeroh TinBkct I .'3um!ltero Utor'l dengan Surat Keputus.'ln Nomor '.l..8

8
• 

34'2-143/'fuh'l:ln 1993 tengg.'Jl Jl Desember 1993 don diundl:'.!ngkan dolJlm Lamb~ 
ran Th:lerch 1Coto1Mdyc ~eroh Tingkot II Medan Nomor 12 . Tap.un 1994 Sori. D 
Mo. 6 tQnggol 9 .AP.ril 1994 don untuk pelcksancnn Par.:ituran J))err.ih ini 

perlu dikalu~rkan satu surnt Keputusan. 

~ 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentong Pokok-Pokok Pemerintahon di-

Dr.: crah. 2. Undang-Und~ng No. 8 Drt ~hun 1956 tentong Pembentuk~n D:Jeroh Otonom 
Kota-Kota Besar dolom Linglcung1Jn Ioerch Propinsi SUJllllterr:: Utoro, jo. 
Percturon Pemerintah No, 22 ·Tuhun 1973 tentl)ng Perluaeen Daeroh Kot~ 
modyo Modon. 

). Undcng-Undtlng No. 8 T:lhun 1981 tentnng. Hukwn !ic'.lr6 Pidano, jo. Pera
turan Pomerintah No. 27 Tnhun 1983 _tontcng :Pela1's1J n=:on Ki tab Undong -

Und'.lng Hukum Acora Pidcno. 
4. Und1Jng-Undang No. 4 'fuhun 1982 tent•rng Ketentuan-Ketentu:rn Pokok Po-

ngelolaan Lingkungan Hidup. 
5. Pora turcn Menteri D:llF.lm flegeri No. 14 T".lhun 1974 tont".lng Bontuk Pe~ 

tul"nn fr.) oroh. 
6. Perduran ?lentt::ri Keh: ki m::n No. U-0!$.P~l.07.03 ~hun 1984 tentong Pe

tunjuk Polo,ks1J ni:;an, Peng.~ ngV.:r::t~n dun :Pemborhentien Penyidik Peg~wi:i:i. 
Negcri Sipil. 

. 
7. Kcputuacn ?li.Jntori Keh·1Il:imon No• M-OtJ.,PW.07 .OJ Tohun 1984 tentcng Wo

woMn& PEinyidik Pog .. Jw:·i N&gori Sipil. . 
8 . Keputus,,n Hontori D:.lJ;m Noguri· No. ~3 T:::hun 1986 ·tent·~ ng Kotentu.:ln -

Umum Mongond Ponyidik Peg'lW!:li ~.Jo6ori Sipil dilingkungrJn Pamorintl'lh 

fuorch . 
M E M U T U S K f\ N 

n Mel::iks-':lnl'.llcon Percturi::n DJcr-'lh !Cot~mndyr.: :l:ler.:ih Tinglc')t IT Med~n Nomor 
Jl T-Jhun 1993 tont·rng Pe;111.:ikoi•rn Temp:. t Burju-.;bn, yang tel!Jh diochkan 
oleh Gubcrnur Kop·.: la Ibor1Jh Tingket I Sumi:itcr·~ Ut'lrtl d€ingrm Surat Kapu
tusan Nomor 188 . 342-143/T.:ihun 1993 tongg:l Jl Dcsemqer 1993 don diun -
dangkcn dclr.:m Lei!!b~rr.n D:er :.:i h ICotomodya ~or:Jh Tingk11t II Medcn No. 12 
T;~hun 1994 Sari D No. 6 . t11ngg-:;l 9 Jiptll 1994, seb ~ g.'.lim'lM terlempir -

d(Jngr~n Surct ICeputusan ini. 

,• PcloksenMn Por1.1tur:::.n DioMh ini distir:~ hkon kcp.1Jda Direksi Perua~hoon -
D:lorch P1Ja::ir ICotamr.:dy~ D>or~h TingktJt II tfodon. 

Pr.s·..: 1 2 •••••••••••• 
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Paaal 2. 

~mbagian kegiatan Pasar dan waktu. berlakunya paSi"~-dibogi berdasorkan klo
9! 

i1casi : 

KelllS· _ .. ----
permonen 

tempot ~. I - A odfJloh P~scr.yong b~ngunonny: terdiri dori b--~ngunon 
don mempunyai foeilitoa yong b~ik aeperti esc:l'.ltor, 
p'lrkir, k'.lmor ~ndi/VIC don oliren listrik. 

b. I 

c. II 

::dr.ll£lh P.'.laot y:ng bongunannye terdiri dc-ri b.'.3ngunon perl'lllloen 
don semi perroonen don mempunyni fosilitos yang cukUP seperti 
temp'Jt porlciri, k~m-:ir mandi/WC di::n clircn listrik· 

odoloh PQsor yang b~ngunonnyo terdiri d~ri bonguncn semi per
mcnen don mempuny~i fooilitaa y~ng b&lwn memadoi. 

ynng 
d. III ';.d1.1loh P-:.a::ir yang bi:;nguncnnyr.i terdiri bangun~n d'.:lrur::it 

belum mempunyoi fosilit~s yons loy~k . • 

e. IV 
od~loh Poser yang mempergunokon lopcngon sebogoi tempct bar -

junlon tonp:.i bongunon. 
1• Pooor ponornpungon oomentoro okibot renccno pombcogunon ditentuJ>on menjodi 

~ P•:sor Kolas IV (empot). 

' !~~~~-~~~!~!~~! 
a . Poei;ir tetop yoi tu P··sor yong k&gictDnnyo terus menerus d1Jri pGgi hingg~ 

petong h.:lri )aitu dori jcm 06,00 s/d 18.00 Wib. 
b . Poanr pogi yoi tu P":G"Jr yrir.g kegi".lbn hr..rinya p.'.ldC vr-::ktu p!>gi wri yai tu 

dori jcm 06.00 s/d lJ.00 Wib, 
c. P1Jscr Sore y.'.li tu p.-acr ),l::ing kegi~tonny.::: p.ed:; sore huri ya:ttu dori jom 

lJ . 00 s/d 18.00 Wib . . 
a. P•JS:.:lr m?Uim h:::ri yoi tu P:;s"r y -::ng kegi:::tcnnyc h_:nyo p:JdB woktu malom -

h-:.ri yoitu dori jr,m 18 . 00 s/d 24.00 Wib . 

o. P'1s?r Siong mol!!m yr.ng kc:giot:::nnyo 24 j~m. 
:PoGIJl J. 

Wr.wenong PC3rusohol)n D:ler1h Poser od'Jlr.h 

(1) . lfonentukon p~mb!!gion loods- loods, ll)pongnn-1-'.lpengcn untuk tcm{>'3t bel: 
ju~lon , menentukon lok~si ponja.niaan borang-b~rDng ynNl. diporjuol 
bolik?n, usohD-usohD yongcd~p~t dijclcn~1n ditcmI>'lt itu acrt.!l pang -
hunjuki::n orong !>tcu b'Jd'ln Y'-'ng dibori h!llcrnoncmpoti ager barang 
bi::rcng jual.an sejenis ot<tu tcmpot mc:njc;l-!nkcn uschD otl!U usoho sej&-
nis aed~pot mungkin yodo tem~?t ycng. s:::r.r. 

(2). Dcng:rn mompcrhotik!Jn l:otentuon P':lsnl 2 Per·.turon U'.?c.Mh ini ?orus'-'h£!. 
~n Da erah dihunjuk oleh Kepalo Deerah menetopksn 

~ . Woktu dibuk? otou ditutupny~ te~p.-:t berju:::lcn d~n a-0ran~ 9tDU fo
sili t.Je di aeti::ip Pos:ir. 

b . Hr.ri-h~ri ditutupnyt: Posnr r.nt~r'.l lr.in T::ihun B~ru (1 J4o~ri) H~r~ 
Prokl.::illl3S1 Keroeriekoon Indonesia d~n h~r~-hQri bea~r 1~i.nnyo y~ng 
dipcndong pcrlu. 

(J). •!onghunjuk pctug:;s yr.:lg borke .. !lji.b~n c:e-ungc:~ !contril:usi tc:::.ptlt" ber
ju~lon don WC ot~u K~::l.'.lr M:ndi dolcm lingk-..::.g:n Pcs'.lr. 

(4) . M&mb&rik"ln bin c:ec:'·::;i tec::pi:it bcr.,t:2b:i c;ct'.::rc bin 

c . Sur~t H~k Sew~ 3c ootar~ untuk kiosk/st~~d don Toko berlaku solcQ3 

3 (tigo) bul"n. 
b . Su.rct li'k Sewa? roenen untuk kiosk, s•~ d d~n Toto berl:·u selo-nc 

1 (s~ tu) tchun d'ln ~'lpct C.iptirp~nJcng. 

c. N~mbori izin untu~ pendiri'n ? s~r Se~e~tD~. 

(5) . et: or1knn •• 
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(5). Mcmborikon izin don petunjuk kopo do pomokoi!~ temIY.Jt borjuolan, 
mombu·.: t poti temp.; t ponyimponcn bor.'.lng berjuolon- podo t empat 
borjualan yang membutuhk0nnyo. • • 

(6). Mengotur <lr.in monortibknn pem .. !c'.l ion etolose yang diperlukon 
untuk tampot bor::ng-horong dog.:::ngonnyo. 

(7). Pcmgelola keomcnan Pos.'Jr khusuany.:: m'.llom h-;;ri p.::ido Poser milik 
:l'omorint1h r.::dalch wew&n:rncr Kep.-::1.'.J Iffier'.lh otou Poj·'.lbot yong 
hunjuk, <longQn kotentur.:n menclop.'.Jt dukungnn dcri pedagung yong 
t~1oh memenuhi ayor1Jt-syr.irot yang ditot::ipkon Kepalo D:;oroh -
Biay1.i ko.':)mon.:rn khusus molom h1Jri dibob1Jnkon kepaclo po<lf.lgong 
yr.ng beeornyc kutiponnyr.i bord~s.'.lrkqn musyaworoh don mufokot -
cntoro ped~g~ng dengon p.etugos kocmonon, setelr.;h terlebih d~ -
hulu mon11r.Jp.~t pc;rsotujw..: n Kepclo Doeroh ctou Poj ':l bot ycng di 
hhnjuk. 

(8). Iii:engutip bioyo pomckcian lietril:, air cl'Jn WC otou ki::mor mi::ntli 
dP.ri pemak~iannyo, 

(9), Homberikon izin pemc;koicn moein-mosin dcn,olot-olot lcinnya -
yang berk~piaitos tiuok lobih d~ri J (tiijo) PK. 

(10). Menetapkan bosi;;rnyc bfoyo yong dikonola.in terhad~p pemckoi lil!, 
trik don oir den.son borpedor.1~n kEiiJ 'J do t .:::rif tl.::iri PLN don PDAM 
Tirtcncdi MedQn. 

(11). l'enghunjukcn dim penccbutan h:ik sevra terh~dap tempot - tcmp.')t 
borjucbn, kiosk, stand toke dam Gu~l:.ing 11tau ruong lainnya 
dibori woV1em:ng untuk men:inc.:i t::mg.::ni, SurlJ t Porjcnjicn sewc 
monyowo, su:r:;:t penc:ibut1Jn ctcu pembEJtolon hok sowo hal-hal 
y 4ng meny~ngkut pcngt;mb · lion krodi t kepo<le Pomerinti::h. 

(12). 'l'tine;gok:rn kontribusi tempat - t~mpat borjuolon kiosk, stand ..... 
toko y·: ng teli::h die.-:: hut hak sewonyo, ycng tidck memungkinkan 
untuk ditegih kernbi:ili, d·:pot dihopuskon o].eh Direkdi Perusah.Q.. 
,jn Daor:.ih. 

(1). Direktur Utomo PerusahOIJ !l Daer.:ih Pcai::r dcngcn perootuju.::n Ba -
de n PengQWOs depot 

a . Mele:ko(;ln:3kon perluoson, pcrem1jor.rn don penghopus::in Pasor. 

b . Penotopon lokosi PosJr y0ng boru. 

(2). Direktur Utar.ia PD. Peoor dapat melaksanakon ronov1'a1, no.ruboh.ftn 
peruntukan don ponnmbahon I\ioak, Loads den merellllb Paeor-Paeer 
da lam Ko talllA dya D3 ereh 1 Tineko t II tieda n. 

PG sol 5. • ••• 

I 
/' 

~1 
ii .. 
I ~ 
:1 

I 

1: 
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Posl)l 5. 

l{husue Posar ycng dibi:ingun c!eng1Jn bi·:y~ In~res P~s~r, y •::ng dio~but 
hOk sowonyc ~t~a kiosk don ~t~u stcnd' olGh korcnc tidQk memenuhi -
ketontunn c.l-::n kGVl:Jjikn-kevt·)jib~: n te:rh'ld::fp penyew::: b11ru y~.ing di 
hunjuk wojib ~ombcyqr .kontribusi (bclik n:ma) dr.n sis'l tunggokcn -
Jcredit ~de kiosk d~n otou atJnd ters&~ut y~ng belum dilunosi oleh 
pemegong hDk aewo tordchulu. 

P'lSr.:l 6·. 

(1). Tidck menukc.:- joOis ju'.: lon ao'belum mend11p.'.:!t izin d~ri Direksi 
Perus~hocn D~orch. 

(2). Setfop pedr::p,i:ng h1~k sow::. d1.:ri sknd otcu kiosk den toko yang 
ckan mem.'Jaul::kcn olircn listrik, :.:ir ~tcupun pohomb.:::ihDn oteu -
perub~hon int~lcsi :t:u repar~ai don mem:s~ng kemb~li don 
lcin-kin seil'.:G'Jiny: hi:rus t&rleb:i:h dchulu mcndapot izin tor-
tulis d:ri Direksi Pcrusch'Jcn D: erah den horua disoeun~n 
don&an kotantuon - kot&ntucn yang b&rloku.untuk itu. 

(.3). Panyow.'.:l toko-toko yc.ng pcngGlol!::onny'l hGMdc dibcwoh pongawc
sr.n Eerusch~on D; or~h, d:l~m P~r~turon ThJcr:h ini O?'lbilc me
nungg1Jk seff~ solnrnc J (tig~) bulon berturut-turut m~ko hck -
sewanyo dim:ksud dic::but. 

I' .:scl . 7 . 

(1). Sctiop Orgonisc..si ycng cidirik.-:?n dilinBkung•:n .P:.::sar milik Pe -
merintch D~er:>h dib'Jwoh pengelolc~n Perua~h~an D:?er-Jh1 dilu'lr 
Koperosi Pod?gcng Pos~r horus torl~bih dchulu mendopat izin 
tertulis dori Dir~ksi Perueohoon ~er~h P;:;sor. 

(2). Seti~p OrGonisaGi yr.ns t&loh tliberikcn izin oleh Perusohoan 
D-::1Jroh dilin.:;kungnn PtJs ·~r , W"Jjib mem.".ltuhi Perctur::n den keten
tu!!n Y'Jng toloh Ji tentuk-:n oleh Pcrusoh~on D·Jer.::h. 

P . .,scl a. 

Keputuson ini muloi berbku scjck t.:;ng~l diund'.in[k-:,n.-

Pcsal 9. • • • 
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5 

Po sol 9 .• 

Sc;gola ses~otunya :: kon diad:~ kl)n perub-:hon don porbaik~rn kembcli 
jika terny~to dik6mudion h'lri terdcp~t koe:lahan ct~n atou k-0ko
liru~n dolr.im Surat Koputus :n ini. 

DITETAPKAN DI : M E D A N.-

PADA TANGGAL : 9 Ap.ril 1994.-

V/J\LIICOTArM1DYA KEPJ\Lil D/IE.R.llH TINGKJ\T II MEDAN 

an 

~rnur KBH Tk. I Sum.'ltor.':l Utoro. 
b:ntu Gubsu ·.vu. III di Medon. 
uo DPRD Koda ti II Medon. 
b.!Jn tu Wclikotcmndyl) 'Nil.I d~ n II. 
lo Itwildc Ko<lati II M.:>cl::;n. 

eksi PD. Pcsar Kodr.ti II Mou.:i n. 
og Hukum Kodr.ti II Medon. 
a Kakan/Kcdis/IC•Jb.'Jg dilinglcungcn 

da Tk. II Med:rn, 
a j, i? • -

Dto. 

B/\CHTIAR DJ/\F.AR 

HHr:tinrs • 

• I 
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